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RINGKASAN

Prosedur Pendaftaran, Penetapan dan Pembayaran Pajak Restoran Pada
Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember; Jamilatul Khoirun Nisa,
150903101004; 2018: 97 halaman; Program Studi Diplomalll Perpajakan Jurusan
[Imu Administrasi Fakultas [Imu Sosial dan IImu Politik Universitas Jember.

Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata dilaksanakan pada Dinas Pendidikan
Kabupaten Jember dimulai dari 03 September sampai dengan tanggal 06 Oktober
2018 di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember. Tujuan pelaksanaan
Praktek Kerja Nyata adalah untuk mengetahui dan memahami Prosedur
Penyetoran dan Pelaporan Pgak Restoran pada Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Jember.

Pembiayaan pemerintah daerah dalam melaksanakan tugas pemerintahan
dan pembangunan senantiasa memerlukan sumber penerimaan yang dapat
diandalkan. Kebutuhan ini semakin dirasakan oleh daerah terutama segak
diberlakukannya otonomi daerah di Indonesia. Menurut Undang-Undang Nomor
32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah Pasal 1 Otonomi daerah adalah hak,
wewenang, dan kewgjiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri
urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan
perundang-undangan. Pemerintah daerah membutuhkan biaya dan dana untuk
membangun daerah. Dalam rangka mendukung perkembangan otonomi daerah
yang nyata, dinamis, serasi dan bertanggung jawab, pembiayaan pemerintah dan
pembangunan daerah yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah. Salah satu
Pendapatan Adli Daerah (PAD) dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah
(APBD) adalah pagjak daerah. Pelaksanaan pemungutan pajak daerah dilaksanakan
oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember. Salah satu jenis pgjak daerah
yang dikelola oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember adalah pajak
restoran.

Penulis mengamati Prosedur Penyetoran dan Pelaporan Pajak Restoran
pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember menggunakan pengumpulan
data seperti observas dan studi pustaka yang terkait dengan judul penulis.

Vii
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Pengenaan Pgjak Restoran tidak mutlak ada pada seluruh daerah kabupaten
atau kota yang ada di Indonesia Hal ini berkaitan dengan kewenangan yang
diberikan kepada pemerintah kabupaten atau kota untuk mengenakan atau tidak
mengenakan suatu jenis paak kabupaten/kota. Oleh karena itu, untuk dapat
dipungut pada suatu daerah kabupaten atau kota, pemerintah daerah harus
terlebih dahulu menerbitkan peraturan daerah tentang Pgjak Restoran yang
akan menjadi landasan hukum operasional dalam teknis pelaksanaan
pengenaan dan pemungutan Pagak Restoran di daerah kabupaten atau kota
yang bersangkutan.

Hasil dari Kegiatan Praktek Kerja Nyata (PKN) ini mengena Prosedur
Penyetoran dan Pelaporan Pajak Restoran pada Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Jember sudah sesual dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jember
Nomor 3 Tahun 2011. (Dilaksanakan dengan Surat Tugas Nomor
3386/UN25.1.2/SP/2018, Diploma Il1l1 Perpajakan Jurusan Administras,

Fakultas IImu Sosial dan IImu Poalitik, Universitas Jember).
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BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara Kesatuan Republik Indonesia menempatkan perpagakan sebagai
salah satu perwujudan kewajiban kenegaraan. Hal ini sesuai dengan Pasal 1 ayat 1
Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan No.16 tahun 2009,
bahwa pajak adalah konstribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang
pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan
tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan
negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Peran pajak sangatlah penting
bagi penerimaan kas negara, sebagai salah satu sumber penerimaan negara yang
sangat potensial, sektor pajak merupakan pilihan yang sangat tepat, selain karena
jumlahnya yang relatif stabil juga merupakan cerminan partisipasi aktif
masyarakat dalam membiayal pembangunan. Sebagaimana telah kita ketahui jika
Indonesia mengandalkan pembangunan dari pemerintah pusat sga maka
pembangunan daerah tidak akan mencapal sasaran yang diharapkan apabila
pendapatan yang didapat dibawah kebutuhan baik oleh pemerintah pusat maupun

pemerintah daerah itu sendiri.

Pembiayaan pemerintah daerah dalam melaksanakan tugas pemerintahan
dan pembangunan senantiasa memerlukan sumber penerimaan yang dapat
diandakan. Kebutuhan ini semakin dirasakan oleh daerah terutama sgak
diberlakukannya otonomi daerah di Indonesia. Menurut Undang-Undang Nomor
32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah Pasal 1 Otonomi daerah adalah hak,
wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri
urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan
perundang-undangan. Dengan adanya otonomi, daerah dipacu untuk dapat
berkreasi mencari sumber penerimaan daerah yang dapat mendukung pembiayaan
pengeluaran daerah. Dari berbagai alternatif sumber penerimaan yang mungkin
dipungut oleh daerah, Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah menetapkan
pajak dan retribus daerah menjadi salah satu sumber penerimaan yang berasal
dari dalam daerah dan dapat dikembangkan sesuai dengan kondisi masing-masing
daerah (Siahaan, 2016:1).
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Salah satu Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam Anggaran Pendapatan
Belanja Daerah (APBD) adalah pajak daerah. Adapun jenis pajak daerah yang
diatur berdasarkan Undang-Undang No.28 tahun 2009, jenis pajak daerah yang
pertama yaitu jenis Pgak Proving yang terdiri dari Pgjak Kendaraan Bermotor,
Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pgak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
dan Pgak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan, serta Pgjak Rokok.
Pajak Kabupaten atau Kota terdiri dari Pajak Hotel, Pgjak Restoran, Pgjak
Hiburan, Pgjak Reklame, Pgjak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam
dan Batuan, Pgjak Parkir, Pgjak Air Tanah, Pgak Sarang Burung Walet, Pgak
Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, serta Bea Perolehan Hak atas

Tanah dan Bangunan (Wicaksono dan Pamungkas, 2017).

Masyarakat dituntut untuk sadar akan kewajibannya kepada negara yaitu
membayar pajak sesuai ketentuan yang berlaku, sedangkan pemerintah
berkewajiban memberikan timbal balik kepada Wajib Pajak secaratidak langsung
antara lain dalam bentuk pembangunan sarana dan prasarana yang kegunaannya
bukan secara individual tetapi ditunjukan untuk kepentingan umum. salah satu
usaha untuk membiayai pembangunan adalah dengan cara penarikan pendapatan
yang potensial untuk membiayai pembangunan. Pemerintah daerah membutuhkan
biaya dan dana untuk membangun daerah. Dalam rangka mendukung
perkembangan otonomi daerah yang nyata, dinamis, serasi dan bertanggung
jawab, pembiayaan pemerintah dan pembangunan daerah bersumber dari
Pendapatan Asli Daerah sendiri, khususnya yang berasal dari pgjak daerah salah
satunya yaitu pajak restoran.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah, Pgak Restoran merupakan pgjak yang dikenakan atas
pelayanan yang disediakan oleh restoran. Pgjak Restoran adalah salah satu jenis
pajak daerah yang diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009
Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pelaksanaan pemungutan pajak
restoran dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah masing-masing. Di Jember Instansi
yang melakukan pemungutan pajak restoran yaitu Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Jember. Pajak restoran diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun
2011 tentang Pajak Daerah sebagaimana merupakan salah satu sumber pendapatan
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adli daerah yang cukup berpotensial dalam rangka membiayai kegiatan
pembangunan di wilayah Jember. Pgak restoran merupakan salah satu
Pendapatan Adli Daerah yang selalu meningkat tigp tahunnya, dengan data
sebagal berikut :

Tabel 1.1 Target dan Readlisas Penerimaan Pgak Restoran pada Badan
Pendapatan Daerah Kabupaten Jember (Tahun Anggaran 2015-2017)

No Tahun Target Penerimaan Redlisas (Rp) Prosentase
Anggaran (Ro) (%)

1 2015 5.750.0000.000,00 8.176.884.275,00 142,21

2 2016 8.300.0000.000,00 9.385.696.869,00 113,08

3 2017 9.500.0000.000,00 12.107.319.248,00 127,45

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember, 2018

Berdasarkan Tabel 1.1 dapat kita lihat bahwa realisasi pajak restoran dalam
kurun waktu 3 tahun selalu diatas target penerimaan hingga melebihi 100%.
Target dan realisasi pajak restoran pada tahun 2015 mengalami peningkatan yang
sangat besar hingga 142,21%, meningkatnya penerimaan pajak restoran tahun
2015 terutama dipengaruhi oleh kesadaran wajib pgak akan kewagjiban
melaporkan dan menyetorkan pgakanya. Pada tahun 2016 target penerimaan
pajak restoran ditetapkan lebih besar dari tahun sebelumnya yaitu diatas realisasi
penerimaan tahun 2015 sebesar Rp. 8,3 miliar, dan realisasinya mengalami
peningkatan yang signifikan hingga mencapai 113,08%. Berdasarkan target
realisasi tahun 2015-2016 yang selalu mengalami peningkatan, penerimaan paak
restoran pada tahun 2017 ditargetkan lebih tinggi dari realisasi penerimaan tahun
sebelumnya yaitu sebesar Rp. 9,5 miliar, dan pada realisasinya pun tetap melebihi
dari target yang ditentukan yaitu sebesar 127,45%, kenaikan yang selalu melebihi
target tersebut tidak terlepas dari proses pelayanan administrasi pada Badan
Pendapatan Daerah yang mudah dan tidak membutuhkan waktu yang lama mulai
dari pengisian data SPTPD (Surat Pemberitahuan Pajak Daerah) sampai dengan
penyetoran.

Kabupaten Jember mulai tahun 2001 sampai saat ini telah memiliki ikon pariwisata
Seperti,Pantai Watu Ulo, Pantai Tanjung Papuma,Pantai Teluk Love,Pantai Payangan
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sehingga menyebabkan namanya telah dikena dunia, yakni Jember Fashion Carnaval
(JFC). JFC merupakan produk fashion karnaval pertama di Indonesia. Terpilihnya
Kabupaten Jember sebagai pemenang Indonesia Attractive Award 2017 ini menunjukkan
adanya potensi besar Kabupaten Jember untuk dapat menarik minat para investor
berbagai industri dan pelaku bisnis beragam sektor untuk turut memajukan perekonomian
(http://www.indonesi aattractiveness-award.com). Kabupaten Jember yang awanya
dikenal sebagai Kabupaten pengembangan industri perkebunan, dengan adanya JFC saat
ini telah menjadi kota salah satu tujuan favorit wisatawan.

Event JFC telah memicu pemasukan salah satunya yaitu pajak restoran dari
sebelum acara, pada saat acara, dan pasca acara. Hal ini disebabkan karena para
pengunjung atau wisatwan yang berasa dari luar kota Jember bahkan dari mancanegara
akan tinggal dan bermalam dihotel yang ada di Kabupaten Jember, dan mereka akan
menggunakan uang mereka untuk membeli kebutuhan seperti makan dan minum bahkan
oleh-oleh khas yang ada di Jember, sehingga Wgjib Pgjak Restoran akan mengalami
kenaikan omset dan akan menaikan pajak terutangnya.

Ha ini membuktikan bahwa penerimaan pajak daerah khususnya pada
sektor pajak restoran berpotensi cukup besar dalam meningkatkan Pendapatan
Adli Daerah (PAD) Kabupaten Jember. Selain itu, Sistem pemungutan pajak
restoran di Kabupaten Jember menggunakan self assesment system sehingga
sangat menguntungkan dan memudahkan Wajib Pajak dalam melakukan
pelaporan dan penyetoran atas pgak terutangnya.

Penulis melakukan Praktek Kerja Nyata di Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Jember dikarenakan instansi tersebut yang berwenang mengel ola pajak
daerah salah satunya pajak restoran. Hal ini menunjukkan bahwa pajak daerah
mempunyai peran penting dalam meningkatkan penerimaan daerah. Selama
mengikuti Praktek Kerja Nyata, penulis tertarik mengambil judul tentang Pajak
Restoran karena penulis ingin mengetahui prosedur pendaftaran, pendataan,
penetapan dan pembayaran pajak restoran pada Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Jember. Berdasarkan uraian tersebut, maka Penulis merasa tertarik
untuk mengambil judul tentang “Prosedur Pendaftaran, Penetapan dan
Pelaporan Pajak Restoran Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten

Jember”
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1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah, Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Jember merupakan unit daerah yang memiliki wewenang untuk
melaksanakan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah di Kabupaten
Jember berdasarkan undang-undang yang berlaku. Maka penulis mengajukan
rumusan masalah yaitu, Bagaimanakah Prosedur Pendaftaran, Penetapan dan
Pelaporan Pajak Restoran Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember?

1.3 Tujuan dan Manfaat Praktek Kerja Nyata

Laporan Praktek Kerja Nyata merupakan salah satu syarat yang wajib
dilaksanakan oleh mahasiswa untuk menyelesaikan studi pada Program Studi
Diploma lll Perpajakan Fakultas IImu Sosial dan IImu Politik Universitas Jember.
Setiap kegiatan dilaksanakan tentunya mempunyai tujuan dan manfaat, yaitu :

1.3.1 Tujuan Praktek Kerja Nyata

Tujuan dari Laporan Praktek Kerja Nyata ini adalah untuk mengetahui dan
memahami Prosedur Pendaftaran, Penetapan, dan Pelaporan Pgjak Restoran Pada
Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember.

1.3.2 Manfaat Praktek Kerja Nyata
Manfaat dari Praktek Kerja Nyata adalah sebagal berikut:
a  Bagi Mahasiswa

1) Menambah wawasan dan pengetahuan penulis terutama mengenal
Prosedur Pendaftaran, Penetapan dan Penyetoran Pgjak Restoran Pada
Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember;

2) Menambah pengetahuan sebagai perbandingan ilmu yang telah diperoleh
selama menempuh pendidikan di Program Studi Diploma Il Perpajakan
Fakultas IlImu Sosia dan IImu Politik Universitas Jember dengan praktek
yang ada di lapangan, khususnya yang berkaitan dengan materi
perpaakan dari salah satu jenis pajak daerah yaitu pajak restoran.

b.  Bagi Universitas Jember
1) Sebagai unsur tambahan untuk menambah wawasan mahasiswa;
2) Mempererat hubungan antar universitas dengan instansi terkait.
c. Bagi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember
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1) Merupakan sarana untuk menjembatani antar instansi dan Universitas
Jember untuk kerja sama lebih lanjut dalam bidang akademik;

2) Membantu dalam membentuk jiwa kerja yang unggul serta cara
menghadapi etos kerja yang disiplin agar menjadi pekerja yang
professional;

3) Dengan disusunnya Laporan Tugas Akhir nantinya dapat diharapkan
sebagal bahan pertimbangan dan masukan dalam prosedur administrasi
perpgjakan khususnya prosedur Prosedur Pendaftaran, Penetapan dan
Penyetoran Pgjak Restoran Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten
Jember.
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BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Prosedur

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Prosedur adalah tahap
kegiatan untuk menyelesaikan suatu aktivitas. Sedangkan menurut Mulyadi
(2008:3), Prosedur adalah suatu urutan kegiatan, biasanya melibatkan beberapa
orang dalam suatu departemen atau lebih, yang dibuat untuk menjamin
penanganan secara seragam terhadap transaks organisasi yang terjadi berulang-
ulang. Dari beberapa pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa prosedur
adal ah serangkaian tahapan atau urutan kegiatan yang melibatkan beberapa orang

dalam suatu organisasi untuk pengendalian pel aksanaan kerja dan efisiensi.

2.2 Perpajakan

2.2.1 Pengertian Pajak
Pengertian Pajak setiap ahli mendefinisikan pajak secara berbeda. Namun

pada dasarnya dari berbagai definisi tersebut mempunya unsur dan tujuan yang

sama. Definisi pgak menurut para ahli antaralain :

a.  Pengertian pgjak menurut Undang-Undang K etentuan Umum dan Tata Cara
Perpajakan No.16 Tahun 2009 adalah kontribusi wajib kepada negara yang
terutang oleh pihak pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan
undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan
digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran
rakyat.

b. Menurut Soemitro (dalam Mardiasmo 2016:3) Pgjak adalah iuran rakyat
kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan)
dengan tidak mendapatkan jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat
ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengel uaran umum.

c. Menurut Médiala (2007:4) pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara
berdasarkan undang-undang sebagai perwujudan pengabdian dan peran serta
rakyat untuk membiayai Negara dan Pembangunan Nasional.

Berdasarkan beberapa pengertian tersebut dapat dissmpulkan bahwa Pgjak
merupakan iuran wajib rakyat sebagai warga negara yang dipungut oleh negara,
baik oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah, dan diatur berdasarkan
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Undang-Undang yang bersifat memaksa serta tidak mendapatkan fasilitas secara

langsung karena hasil dari pembayaran paak digunakan untuk membiayai

pembangunan yang ditujukan untuk kepentingan umum dalam bidang sosial dan

ekonomi.

2.2.2 Fungs Pajak

Menurut Mardiasmo (2016:4), Fungs Pgjak yaitu sebagai berikut:
Fungs Anggaran (Budgetair)
Pajak berfungs sebagai salah satu sumber dana bagi pemerintah untuk
membiayai pengel uaran-pengeluarannya. Contohnya yaitu dengan menaikkan
tarif pgak ketika pemerintah ingin meningkatkan pendapatan negara atau
menambah jenis paak baru serta membasmi korupsi dalam lingkup
perpajakan.
Fungsi Mengatur (Regulerend)
Pgak berfungs sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan
pemerintah dalam bidang social dan ekonomi. Contohnya yaitu tarif pajak
yang tinggi dikenakan terhadap barang-barang mewah untuk mengurangi
gaya hidup konsumtif.

2.2.3 Teori-teori yang Mendukung Pemungutan Pajak

Menurut Mardiasmo (2016:5) terdapat beberapa teori yang menjelaskan

pemberian hak kepada negara untuk memungut pajak. Teori-teori tersebut antara

lain:

a

Teori Asuransi

Negara melindungi keselamatan jiwa, harta benda, dan hak-hak rakyatnya.
Oleh karena itu rakyat harus membayar pajak yang diibaratkan sebagai suatu
premi asuransi karena memperoleh jaminan perlindungan tersebut.

Teori Kepentingan

Pembagian beban pgak kepada rakyat didasarkan pada kepentingan (misalnya
perlindungan) masing-masing orang. Semakin besar kepentingan seseorang
terhadap negara, makin tinggi pajak yang harus dibayar.

Teori Daya Pikul

Beban paak untuk semua orang harus sama beratnya, artinya pajak harus
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dibayar sesual dengan daya pikul masing-masing orang. Untuk mengukur daya
pikul dapat digunakan 2 (dua) pendekatan yaitu:
1) Unsur Objektif, dengan melihat besarnya penghasilan atau kekayaan yang
dimiliki oleh seseorang.
2) Unsur Subjektif, dengan memerhatikan besarnya kebutuhan materiil yang
harus dipenuhi.
d. Teori Bakti
Dasar keadilan pemungutan pajak terletak pada hubungan rakyat dengan
negaranya. Sebagal warga negara yang berbakti, rakyat harus selalu menyadari
bahwa pembayaran pajak adalah sebagai suatu kewajiban.
e. Teori Asas Daya Bdli
Dasar keadilan terletak pada akibat pemungutan pajak. Maksudnya memungut
pajak berarti menarik daya beli dari rumah tangga masyarakat untuk rumah
tangga negara. Selanjutnya negara akan menyalurkan kembali ke masyarakat
dalam bentuk pemeliharaan kesgahteraan masyarakat. Dengan demikian
kepentingan seluruh masyarakat |ebih diutamakan.

2.2.4 Asas Pemungutan Pajak
Pemungutan pgak didasarkan pada asas-asas tertentu bagi fiskus sehingga
asas tersebut negara memberikan hak kepada dirinya dalam memungut pajak yang
diperoleh dari penduduknya dari harta yang dimilikinya. Asas-asas pemungutan
pajak tersebut antaralain:
a. Asas Domisili (asas tempat tinggal)
Devano dan Rahayu (2006:38) menyatakan pemungutan pajak tergantung pada
tempat tinggal atau domisili Wajib Pgjak. Sedangkan menurut Mardiasmo
(2016:9), “Negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan Wajib
Pgak yang bertempat tinggal di wilayahnya, baik penghasilan yang berasa
dari dalam maupun dari luar negeri. Asas ini berlaku untuk Wajib Pgjak dalam
negeri.”
b. Asas Sumber
Devano dan Rahayu (2006:38) mengatakan bahwa pemungut pajak ini
tergantung pada sumber dimana objek paak tersebut diperoleh. Sedangkan

menurut Mardiasmo (2016:9), “Negara barhak mengenakan pajak atas
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penghasilan yang bersumber di wilayahnya tanpa memperhatikan tempat
tinggal Wajib Pajak.”

c. Asas Kebangsaan
Menurut Devano dan Rahayu (2006:39) asas ini merupakan asas yang
menganut cara pemungutan pajak yang dihubungkan dengan kebangsaan dari
suatu Negara. Sedangkan menurut Mardiasmo (2016:9), “Pengenaan pajak

dihubungkan dengan kebangsaan suatu Negara.”

2.2.5 Jenis Pajak

Menurut Resmi (2017:7) terdapat berbagal jenis paak yang dapat
dikelompokkan menjadi tiga, yaitu pengelompokan menurut golongan, menurut
sifat, dan menurut lembaga.
a Menurut Golongan, pajak dikelompokkan menjadi dua yaitu:

1) Pgak Langsung, pajak yang harus dipikul atau ditanggung sendiri oleh
Wajib Pajak dan tidak dapat dilimpahkan atau dibebankan kepada orang lain
atau pihak lain. Pgjak harus menjadi beban Wajib Pgjak yang bersangkutan.
Misalnya Pgjak Penghasilan (PPh).

2) Pgjak Tidak Langsung, pgak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau
dilimpahkan pada orang lain atau pihak ketiga.

Misalnya Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang dikenakan atas penyerahan
barang atau jasa.
b. Menurut Sifatnya, pajak dikelompokan menjadi duayaitu :

1) Pajak Subjektif, penggunaan pgjak pertama memperhatikan keadaan pribadi
Wajib Pajak (subjeknya). Setelah diketahui keadasan subjeknya barulah
diperhatikan objektifnya sesuai gaya pikut apakah dapat dikenakan pajak
atau tidak. Misalnya perhitungan Pagak Penghasilan (PPh), jumlah
tanggungan dapat mengurangi jumlah pgjak yang harus dibayar.

2) Pgjak Objektif, pengenaan pajak pertama memperhatikan atau melihat
objeknya, baik berupa keadaan atau perbuatan atau peristiwa yang
menyebabkan timbulnya kewajiban membayar paak. Setelah diketahui
objeknya, barulah dicari subjeknya yang mempunyai hubungan hukum
dengan objek yang telah diketahui. Misalnya Pgak Pertambahan Nilai
(PPN) tidak memperhitungkan apakah Wajib Pajak tersebut memiliki
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tanggungan atau tidak.
c. Menurut Lembaga Pemungut, pajak dikelompokkan menjadi dua yaitu:

1) Pajak Negara (Pajak Pusat), pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan
digunakan untuk membiayai rumah tangga negara pada umumnya. Misalnya
Pajak Penghasilan (PPh), Pgjak Pertambahan Nilai (PPN), dan Pagak
Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM).

2) Pajak Daerah, pagjak yang dipungut oleh pemerintah daerah baik daerah
tingkat | (pajak provinsi) maupun daerah tingkat |1 (pajak kabupaten/kota),
dan digunakan untuk membiaya rumah tangga masing-masing daerah.
Pgak daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009.
Misalnya Pgjak Kendaraan Bermotor, Paak Rokok, Pajak Hotel, dan lain-

lain.

2.2.6 Sistem Pemungutan Pajak
Menurut Mardiasmo (2016:9) menyatakan bahwa Sistem Pemungutan Pajak
yang digunakan di Indonesia dapat dibagi menjadi 3 (tiga) sistem yaitu:
a. Official Assesment System
Adalah suatu sistem pemungutan yang memberikan wewenang kepada
pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya paak yang terutang oleh
Wajib Pgjak. Ciri-cirinya:
1) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada padafiskus;
2) Wajib Pgjak bersifat pasif;
3) Utang pagak timbul setelah dikeluarkan Surat K etetapan Pgjak oleh fiskus.
b. Salf Assessment System
Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang membeikan wewenang kepada
Wajib Pgjak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. Ciri-
cirinya
1) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada Wajib
Pajak sendiri
2) Wajib pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri
pajak yang terutang;
3) Fiskustidak ikut campur dan hanya mengawasi.
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c. Withholding System
Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak
ketiga (bukan fiskus dan bukan Wagjib Paak yang bersangkutan) yang

mempunyai wewenang untuk memotong atau memungut pgjak yang terutang.

2.2.7 Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
a. Pengertian NPWP
Menurut Mardiasmo (2016:27), “Nomor Pokok Wajib Pajak adalah nomor
yang diberikan kepada Wajib Pgjak sebagal sarana dalam administrasi perpajakan
yang dipergunakan sebaga tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pgjak dalam
melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.”
b. Menurut Mardiasmo (2016:28) Fungsi NPWP adalah :
1) Sebagai tandapengenal diri atau identitas diri Wajib Pajak.
2) Untuk menjaga ketertiban dalam pembayaran pgak dan dalam
pengawasan administrasi perpajakan.
c. Pencantuman NPWP
Daam hal berhubungan dengan dokumen perpgakan, Wajib Pajak
diwajibkan mencantumkan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimilikinya.

2.3 Pajak Daerah
2.3.1 Definis Pajak Daerah

Menurut Undang Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah
dan Retribus Daerah, Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang
terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifaa memaksa berdasarkan
Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan
digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
Sedangkan menurut Siahaan (2016:9) Pgjak Daerah adalah iuran wajib yang
dilakukan oleh daerah kepada orang pribadi atau badan tanpa imbalan langsung
yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-
undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiaya penyelenggaraan
pemerintah daerah dan pembangunan daerah.

Berdasarkan definisi pajak daerah yang telah dijelaskan diatas, dapat
dismpulkan bahwa pajak daerah adalah iuran yang terutang oleh oreng pribadi
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atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang tanpa mendapat
imbalan langsung yang seimbang, yang digunakan untuk membiayal

penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.

2.3.2 Dasar Hukum Pajak Daerah

Dasar hukum pemungutan pajak daerah di Indonesia adalah sebagai berikut:

a. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pagjak Daerah dan Restribusi
Daerah.

b. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah.

2.3.3 Subjek dan Wajib Pajak Daerah
Dalam Undang Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan

Restribusi Daerah yang dimaksud subjek dan wajib pajak daerah, yaitu :

a Subjek Pgjak
Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan pajak
daerah. Dengan demikian, siapa sgja, baik orang pribadi atau badan, yang
memenuhi syarat objektif yang ditentukan dalam suatu peraturan daerah
tentang pajak daerah, akan menjadi subjek pgak.Sementara itu, wajib pajak
adalah orang pribadi tau badan yang menurut peraturan perundang-undangan
daerah diwagjibkan untuk melakukan pembayaran pagak yang terutang,
termasuk pemungut atau pemotong pajak tertentu.

b. Wagjib Pgjak
Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayaran pajak,
pemotongan pajak, dan pemungutan paak, ynag mempunyai hak dan
kewgjiban perpgakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan
perpajakan daerah.

2.34 Jenisdan Tarif Pajak Daerah
Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan
retribusi daerah, jenis dan tarifpajak daerah dibedakan menjadi :
a. Jenispagak proving terdiri atas:
1) Pgak Kendaraan Bermotor, dengan tarif sebesar 10%;
2) BeaBaik Nama Kendaraan Bermotor, dengan tarif sebesar 20%;
3) Pagak Bahan Bakar kendaraan bermotor, dengan tarif sebesar 10%;


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

b.

14

4) Pgak Air Permukaan, dengan tarif sebesar 10%; dan

5) Pgak Rokok, dengan tarif sebesar 10%.

Jenis Pajak kabupaten/kotaterdiri atas:

1) Pgjak Hotel, dengan tarif sebesar 10%;

2) Pgak Restoran, dengan tarif sebesar 10%;

3) Paak Hiburan, dengan tarif sebesar 35%;

4) Pgjak Reklame, dengan tarif sebesar 25%;

5) Pagjak Penerangan Jalan, dengan tarif sebesar 10%;

6) Pgak Mineral Bukan Logam dan Batuan, dengan tarif sebesar 10%;

7) Pgak Parkir, dengan tarif sebesar 30%;

8) Pajak Air Tanah, dengan tarif sebesar 20%;

9) Pagjak Bumi dan Bangunan Perdesaaan dan perkotaan, dengan tarif sebesar
0,03%; dan

10) Bea perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, dengan tarif sebesar 5%.

2.3.5 Dasar Pengenaan Pajak

Dasar pengenaan pajak yang berlaku setelah diberlakukannya Undang-

Undang Nomor 28 Tahun 2009 mengalami penambahan dan perubahan. Dasar

pengenaan pajak daerah adalah sebagai berikut :

a

Pajak Hotel dikenakan atas jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar
kepada hotel.

Pajak restoran dikenakan atas jumlah pembayaran yang diterima atau yang
seharusnya diterima oleh restoran.

Pgak Hiburan dikenakan atas jumlah uang yang diterima atau yang
seharusnya diterima oleh penyel enggara hiburan.

Pajak Reklame dikenakan atas nilai sewareklame.

Pajak Penerangan Jalan dikenakan atas nilai jual tenagallistrik.

Pajak Mineral Bukan Logam atau Batuan dikenakan atas nilai jual hasil
pengambilan mineral bukan logam atau batuan.

Pajak Parkir dikenakan atas jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar
kepada penyelenggara tempat parkir.

Pajak Air Tanah dikenakan atas nilai perolehan air tanah.

Pajak Sarang Burung Walet dikenakan atas nilai jual sarang burung wallet.
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j. PBB Perdesaan dan Perkotaan dikenakan atas nilai jual objek pajak (NJOP).
k. BPHTB dikenakan atas nilai perolehan objek pajak (NPOP).

2.3.6 Tata Cara Tarif Perhitungan Pajak Daerah

Besarnya pokok pajak dihitung dengan caramengalikantarif pajak dengan
dasar pengenaan pgak. Cara perhitungan ini digunakan untuk setiap jenis pgak
daerah, yang juga merupakan dasar perhitungan untuk semua jenis pajak
pusat,(Siahaan, 2016:91).

Pajak Terutang = Tarif Pajak x Dasar pengenaan Pajak Daerah

2.3.7 Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD)
a. Pengertian NPWPD
Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2011, Nomor
Pokok Wagjib Pajak Daerah selanjutnya disebut NPWPD adalah nomor yang
diberikan kepada Wajib Pagjak Daerah sebagai sarana dalam administrasi
perpajakan daerah yang dipergunakan untuk tanda pengenal diri atau identitas
Wajib Pgak Daerah dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.
b. Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2011, Fungsi
NPWPD adalah :
1) Sebagai tandapengenal diri atau identitas diri Wajib Pajak.
2) Untuk menjaga ketertiban dalam melaksanakan hak dan kewajiban
perpa akannya dan dalam pengawasan administrasi perpajakan.
d. Pencantuman NPWPD
Dalam hal berhubungan dengan dokumen perpajakan, Wajib Pagjak Daerah
diwgibkan mencantumkan Nomor Pokok Wajib Pgak Daerah yang
dimilikinya.

2.4 Pajak Restoran
24.1 Déefinisi Pajak Restoran

Menurut Pasal 1 angka 22 dan 23 Undang-Undang Nomor 28 Tahun
2009 tentang Pgjak Daerah dan Retribusi Daerah, Pgjak Restoran adalah pagak
atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Restoran adalah fasilitas
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penyedia makanan dan atau minuman dengan dipungut bayaran, yang
mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sgjenisnya
termasuk jasa boga/catering. Sedangkan menurut Siahaan (2013:327-328),
definisi Pgjak Restoran adalah pgjak atas pelayanan restoran, Restoran/ Rumah
Makan adalah fasilitas penyedia makanan dan/ atau minuman dengan dipungut
bayaran, yang mencakup juga rumah makan kafetaria, kantin, warung, bar dan

sgjenisnya termasuk jasa boga dan katering.

Berdasarkan definisi pgjak restoran yang telah dijelaskan diatas, dapat
dissmpulkan bahwa pajak restoran adalah pagjak yang dikenakan atas pelayanan
yang disediakan oleh restoran. Pengenaan Pgjak Restoran tidak mutlak ada
pada selurun daerah kabupaten atau kota yang ada di Indonesia. Hal ini
berkaitan dengan kewenangan yang diberikan kepada pemerintah kabupaten atau
kota untuk mengenakan atau tidak mengenakan suatu jenis  pagak
kabupaten/kota. Oleh karena itu, untuk dapat dipungut pada suatu daerah
kabupaten atau kota, pemerintah daerah harus terlebih dahulu menerbitkan
peraturan daerah tentang Pgjak Restoran yang akan menjadi landasan
hukum operasional dadam teknis pelaksanaan pengenaan dan pemungutan

Pajak Restoran di daerah kabupaten atau kota yang bersangkutan.

Pemungutan Pagak Restoran terdapat beberapa terminologi yang
perlu diketahui. Menurut Siahaan (2005:272) terminologi tersebut dapat dilihat
berikut ini :

a. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan atau minuman dengan
dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin,
warung, bar, dan segjenisnya termasuk jasa boga/catering.

b. Pengusaharestoran adalah orang pribadi atau badan dalam bentuk apapun,
yang dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaannya melakukan usaha
dibidang rumah makan.

c. Pembayaran adalah jumlah yang diterima atau seharusnya diterima sebagai
imbalan atas penyerahan barang atau pelayanan, sebaga pembayaran kepada
pemilik rumah makan.

d. Bon Penjuaan (bill) adalah bukti pembayaran, yang sekaligus sebagai bukti
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pungutan paak, yang dibuat oleh wajib paak pada saat mengaukan
pembayaran atas pembelian makanan dan atau minuman kepada subjek

paj ak.

2.4.2 Dasar Hukum Pemungutan Pajak Restoran

Pemungutan Pgak Restoran menurut Siahaan (2013:329) di
Indonesia saat ini didasarkan pada dasar hukum yang jelas dan kuat,
sehingga harus dipatuhi oleh masyarakat dan pihak yang terkait. Dasar
hukum pemungutan Pajak Restoran pada suatu kabupaten atau kota adalah
sebagaimanadibawah ini :

a. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah.

b. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 yang merupakan perubahan atas
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pgak Daerah dan
Retribusi Daerah.

c. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah

d. Peraturan Daerah kabupaten/kota yang mengatur tentang Pajak Restoran.

e. Keputusan bupati/walikota yang mengatur tantang Pajak Restoran sebagai
aturan pelaksanaan Peraturan Daerah tentang Pagak Restoran pada
kabupaten/kota dimaksud.

2.4.3 Objek Pajak Restoran
Objek pgjak restoran menurut pasal 11 Peraturan Daerah Kabupaten
Jember Nomor 3 Tahun 2011 yaitu :

b. Objek Pajak Restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran.

c. Obyek pgak restoran termasuk di dalamnya rumah makan, kafetaria, kantin,
warung, bar, dan segjenisnya termasuk jasa boga/katering.

d. Pelayanan yang disediakan Restoran meliputi pelayanan penjualan makanan
dan / atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi ditempat
pelayanan maupun ditempat lain.

e. Tidak termasuk Objek Pgak Restoran adalah pelayanan yang disediakan
oleh Restoran dengan omset di bawah Rp. 200.000,- dan yang nilai
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penjualannya tidak melebihi batas tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan
Daerah.

2.4.4 Subjek Pajak dan Wajib Pajak Restoran

Menurut Siahaan (2013:330-331) pada Pajak Restoran yang menjadi
subjek paak adalah orang pribadi atau badan yang membeli makanan dan
atau minuman dari restoran. Secara sederhana yang menjadi subjek pgak adalah
konsumen yang membeli makanan dan atau minuman dari restoran. Sedangkan
yang menjadi wajib pgjak adalah orang pribadi atau badan yang mengusahakan
restoran, yaitu orang pribadi atau badan dalam bentuk apapun yang dalam
lingkungan perusahaan atau pekerjaannya melakukan usaha di bidang rumah
makan. Dengan demikian, pada Pajak Restoran subjek paak dan wajib
paak tidak sama, di mana konsumen yang membeli makanan dan atau
minuman dari restoran merupakan subjek paak yang membayar (menanggung)
paak sementara orang pribadi atau badan yang mengusahakan restoran
bertindak sebagai wajib paak yang diberi kewenangan untuk memungut
pajak dari konsumen (subjek pajak) dan melaksanakan kewajiban perpajakan

lainnya.

2.4.5 Dasar Pengenaan Pajak Restoran
Menurut pasal 13 Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun
2011 tentang Pajak Daerah yang menjadi Dasar Pengenaan Pagjak Restoran adalah

jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima Restoran.

2.4.6 Tarif Pajak Restoran

Tarif pagak restoran ditetapkan paling tinggi sebesar 10% dan ditetapkan
dengan peraturan daerah kabupaten/kota yang bersangkutan. Hal ini dimaksudkan
untuk memberikan keleluasaan kepada pemerintah kabupaten/kota untuk
menetapkan tarif pajak yang dipandang sesuai dengan kondis masing-masing
daerah kabupaten/kota. Dengan demikian, setiap daerah kabupaten/kota diberi
kewenangan untuk menetapkan besarnya tarif pgak yang mungkin berbeda
dengan kabupaten/kota lainnya, asalkan tidak |ebih dari sepuluh persen. Menurut
pasal 14 Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pgjak
Daerah, Tarif Pgjak Restoran ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).
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2.4.7 Perhitungan Pajak Restoran

Menurut pasal 15 Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun
2011 tentang Pajak Daerah Besaran pokok Pajak Restoran yang terutang dihitung
dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dengan dasar
pengenaan pajak. Sehingga dapat dirumuskan sebagai berikut :

Pajak Terutang = Tarif x Dasar Pengenaan Pajak Restoran

Sebuah restoran menyediakan makanan dan minuman di tempat, sekaligus
melayani pesanan. Berdasarkan laporan Perusahaan, selama satu (1) bulan
restoran tersebut memperoleh pendapatan dari konsumen yang makan di
restorannya sebesar Rp 64.000.000 dan dari pesanan (dus) sebesar Rp 15.000.000.

Cara perhitungan pajak restoran :

Pgak Terutang = Tarif x Dasar Pengenaan Pgjak Restoran
=10% x (Rp 64.000.000 + Rp 15.000.000
=10% x Rp 79.000.000
= Rp 7.900.000

2.4.8 Prosedur Pendaftaran

Prosedur pendaftaran merupakan proses mendaftarkan diri sebagai Wgjib
Pajak. Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2011 Wajib
Pajak terlebih dahulu untuk melakukan pendaftaran sebagai terdaftarnya wajib
pajak restoran di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember dan juga untuk
mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pgjak Daerah (NPWPD). Kegiatan pendaftaran
dimulai dari :

1. Wajib Pgjak mempersiapkan dokumen yang diperlukan yaitu fotocopy KTP;

2. Wajib Pgjak mengisi formulir pendaftaran dengan jelas, lengkap;

3. Selanjutnya Wajib Pajak menghitung jumlah pajak restoran terhutang;

4. Formulir pendaftaran yang telah diisi oleh Wajib Pgjak tersebut diberikan
kembali kepada petugas.
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2.4.9 Prosedur Penetapan

Setelah wajib pgak melakukan pendaftaran sesuai dengan Peraturan
Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2011, data-data yang telah diperoleh
dari wajib pgjak oleh petugas dicatat kedalam buku pendaftaran dan dimasukkan
ke Situs Informasi Dinas Pendapatan dengan alamat http://168.253.101.6/APDL,
berdasarkan nomor urut yang digunakan sebagai dasar untuk menerbitkan Nomor
Pokok Wajib Pajak Daerah. Setelah diterbitkan NPWPD sudah ditetapkan sebagai
Wajib Pajak.

2.4.10 Prosedur Pelaporan

Setelah ditetapkan sebaga Wajib Pagjak, kewajiban selanjutnya yaitu
melakukan pelaporan atas pgak terutangnya. setiap pengusaha restoran (yang
menjadi Wajib Pgjak) wajib menghitung, memperhitungkan, dan menyetorkan
sendiri Pgjak Restoran yang terutang dengan menggunakan Surat Pemberitahuan
Terutang Pgjak Daerah (SPTPD). Penyetoran pajak harus dilakukan sekaligus atau
lunas. Sesual dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2011
Penyetoran pajak terutang untuk pajak yang dibayar sendiri oleh Wajib Pajak
dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah saat terutangnya pajak.
Apabilamelebihi batas waktu tersebut Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif
berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setigp bulan dan ditagih melalui Surat
Tagihan Pgak Daerah. Bendahara penerimaan memvalidas dlip setoran dan
diberikan bukti penyetoran pajak berupa SSPD sebagai tanda bahwa Wajib Pajak
telah menyetorkan pajak terutangnya dengan lunas. Dengan demikian, penyetoran
pajak akan mudah terpandu oleh petugas Badan Pendapatan Daerah Kabupaten
Jember.
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BAB 3. METODE PELAKSANAAN PRAKTEK KERJA NYATA

3.1 Lokas, Waktu dan Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata
3.1.1 Lokas Praktek Kerja Nyata

Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata dilakukan di Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Jember, yang berlokas di Jalan Jawa No.72 Jember.

3.1.2 Waktu Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata

Jadwal pelaksanaan Praktek Kerja Nyata sesuai dengan surat tugas nhomor
3386/UN25.1.2/SP/2018 yaitu dimulai dari tanggal 3 September 2018 sampai
dengan tanggal 12 Oktober 2018 di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember.
Adapun kegiatan Praktek Kerja Nyata dilakukan sesuai dengan jam kerja di
Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember yaitu :

Tabel 3.1 Hari dan Jam Kerja Kegiatan Praktek Kerja Nyata di Badan Pendapatan
Daerah Kabupaten Jember

Hari Kerja Jam Kerja Istirahat

Senin s/d Kamis 07.00 - 15.30 WIB 12.00-13.00WIB
Jum’at 07.00 - 15.30 WIB 11.30-13.00WIB
Sabtu Libur Libur

Minggu Libur Libur

3.1.3 Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata

Praktek Kerja Nyata merupakan salah satu syarat yang harus dilakukan oleh
mahasiswa Program Studi Diploma Il Perpgjakan untuk menyusun Laporan
Tugas Akhir apabila sudah menyelesaikan minimal 100 SKS, guna memenuhi
salah satu syarat untuk memperoleh gelar Ahli Madya (A.Md) Program Sudi
Diplomallll Perpajakan.

Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata dilaksanakan untuk menerapkan ilmu-
ilmu dan teori yang telah diperoleh mahasiswa selama dibangku perkuliahan.
Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata ini dapat dilaksanakan di instansi pemerintahan,

perusahaan milik negara maupun perusahaan milik swasta dengan syarat adanya
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persetujuan dari instansi yang bersangkutan. Praktek Kerja Nyata dilaksanakan
sesuai dengan kurikulum dan program yang telah ditentukan oleh Ketua Program
Studi dan Ketua Jurusan.
Praktek Kerja Nyata yang dilaksanakan penulis, melalui beberapa tahapan,
yaitu sebagal berikut:
a.  Pemograman
Sebelum melaksanakan Praktek Kerja Nyata, setigp mahasiswa diwajibkan
melakukan pemograman Kartu Rencana Studi (KRS) mata kuliah yang akan
ditempuh yaitu Praktek Kerja Nyata dan Laporan Hasil Praktek Kerja Nyata.
b. Pembekalan
Tahap awal Praktek Kerja Nyata, mahasiswa harus mengikuti pembekalan
yang diberikan oleh pihak Program Studi yaitu pengarahan mengenai
prosedur Praktek Kerja Nyata dan hal-hal lain yang berkaitan dengan Praktek
Kerja Nyata. Pembekalan ini wajib diikuti oleh mahasiswa yang akan
mel aksanakan Praktek Kerja Nyata.
c. Penentuan Lokas Praktek KerjaNyata
Mahasiswa yang memenuhi persyaratan untuk mengikuti Praktek Kerja
Nyata diberi kesempatan untuk menentukan sendiri tempat atau lokas
Praktek Kerja Nyata yaitu antara lain Instansi Pemerintahan, BUMN, BUMD
dan Swasta. Mahasiswa dalam melaksanakan kegiatan Praktek Kerja Nyata
diwgibkan telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan, dimana
selanjutnya mahasiswa melakukan survei ke lokasi Praktek Kerja Nyata yang
telah ditentukan.
d. Observas
Observas lokas dilaksanakan untuk mengetahui tempat pelaksanaan Praktek
Kerja Nyata sebelum memberikan proposal dan surat pengantar kepada
instansi. Apabila instans bersedia menerima mahasiswa magang, maka
selanjutnya memberikan proposal dan surat pengantar permohonan magang

dari fakultas kepadainstansi.
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Surat Balasan

Surat balasan diterima dari instans yang menyatakan bahwa instans
menerima mahasiswa untuk magang dan surat tersebut di berikan kepada
pihak fakultas di bagian akademik Program Studi Diplomalll Perpajakan.
Melakukan Praktek Kerja Nyata pada Instansi atau perusahaan yang
dimaksud.

3.2 Ruang Lingkup Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata

3.2.1 Ruang Lingkup Kegiatan Praktek Kerja Nyata

Pada Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata yang dilakukan pada Badan

Pendapatan Daerah Kabupaten Jember, penulis berada pada beberapa bidang,

diantaranya:

1. Bidang Pendapatan

Pada bidang ini terdapat seks pendaftaran yang diberikan tugas untuk
melakukan kegiatan pendaftaran subjek dan objek pagak restoran.
Kemudian data yang dinyatakan telah memenuhi syarat tersebut
diserahkan dan diberikan pada seksi penetapan.

. Bidang Penagihan

Pada bidang ini diberikan tugas menginput, mencatat, pemilahan,
pengecekan terhadap berkas, terutama untuk jenis pajak restoran diberikan
tugas untuk melakukan penerimaan setoran pajak. Dan juga pada bidang
ini penulis diberikan tugas untuk memilah Surat Pemberitahuan Pajak
Daerah (SSPD) menurut jenis pajaknya.

Berdasarkan data-data yang telah didapat oleh penulis selama pelaksanaan

praktek kerja nyata, maka penulis membuat laporan tugas akhir dengan judul
“Prosedur Pendaftaran, Penetapan dan Pelaporan Pajak Restoran Pada Badan
Pendapatan Daerah Kabupaten Jember.”
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3.2.2 Kegiatan yang Dilakukan Secara Terjadwal Selama Praktek Kerja

Nyata

Selama pelaksanaan Praktek Kerja Nyata (PKN), penulis melaksanakan
beberapa kegiatan yang ada di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember yang
dapat dilihat dalam Tabel 3.2 berikut ini:

Tabel 3.2 Kegiatan yang dilakukan secaraterjadwal selama Praktek Kerja Nyata

Waktu
No Tujuan Kegiatan Hasil Kegiatan
Pelaksanaan
(@) (b) (© (d)
1. Senin, 03 Diterimadi Badan Pendaptan M el aksanakan
September 2018 Dagerah Kabupaten Jember; Kegiatan Praktek
. Apd Pagi; KerjaNyata;
Penanggung . Penempatan peserta magang . Méelatih kedisiplinan
Jawab : I1bu Siti yang telah ditentukan oleh . Mengetahui tugas-
instans yaitu pada bidang tugas dan fungsi setiap
pendataan dan pelayanan; bidang yang ada;
. Perkenalan dengan Staff yang . Mengetahui ruang
ada pada kantor Badan lingkup dari kegiatan
Pendapatan Daerah. PKN;
. Mempelgjari buku tentang . Mengetahui tentang
Peraturan Daerah Kabupaten Peraturan Daerah
Jember. Kabupaten Jember.

2. Selasa, 04 a. Apd Pagi. Melatih Kedisiplinan.
September 2018 . Membantu mengecek surat . Mengerti tentang arsip
Penanggung keluar dan surat masuk. dan keluar masuk
jawab: Bapak . Mempelgari SPTPD Pgjak surat.

Anshori Restoran Untuk Wajib Pajak . Menambah ilmu

tentang SPTPD Pejak
Restoran
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Jember.

(a) (b) (©) (d)
3. Rabu, 05 a. Apd Pagi. a. Méeatih Kedisiplinan.
September 2018 . Mencocokkan data Pajak b. Dapat mengetahui
Restoran se-kabupaten pajak Restoran yang
Penanggung Jember dengan data yang ada ada pada K abupaten
Jawab : Bapak di komputer. Jember.
Agung
4. Kamis, 06 a. Ape Pagi. a Méelatih Kedisiplinan.
September 2018 . Mendapatkan data atas . Memperoleh
Peraturan Daerah N0.03 pengetahuan baru dan
Penanggung Tahun 2011 tentang Pgjak dapat mempelgjari
Jawab : Dagerah pada bidang atas Peraturan Daerah
Bapak Yuda Pendataan dan Pelayanan. No0.03 Tahun 2011
tentang Pajak Daerah.
5. Jumat, 07 Apel Pagi. a. Méeatih Kedisiplinan.
September 2018 . Membantu mengarsipkan . Dapat mengetahui
dokumen yang terkait caramengarsip data
Penanggung dengan Pajak Restoran se- pajak Restoran yang
Jawab : Bapak kabupaten Jember. ada pada K abupaten
Yuda . Mempelgari cara Jember.
menghitung pajak restoran . Menambah ilmu
berdasarkan ketentuan dan tentang pajak restoran
tariff yang berlaku.
6. Senin dan Apel Pagi a. Méelatih Kedisiplinan.
Selasa, 10 dan Membantu menata dan . Dapat melatih
11 September mengurutkan data Pajak ketelitian.
2018 Restoran sesuai tanggal dan c. Dapat mengetahui
jenis pengaj uan. caramengarsip data
Penanggung Membantu mengarsipkan pajak Restoran yang
Jawab : Bapak dokumen yang terkait dengan ada pada K abupaten
Agung Pajak Restoran se-kabupaten Jember.
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(@)

(b)

(©

(d)

7. Rabu s.d. Jumat, a. Apel Pagi a. Méeatih Kedisiplinan.
12sd. 14 b. Membantu mencocokkan Surat b. Dapat mengetahui
September 2018 Pemberitahuan Pajak Restoran memahami dan

Terutang dengan Surat melatih ketelitian
Penanggung K etetapan Pajak Daerah Wgjib tentang data SPPT da
Jawab : Bapak Pgjak Bulanan SKPD
Agung c. Senam Pagi . Menjaga kesehatan
jasmani pegawai

8. Senins.d. Kamis, a. Apel Pagi a Médatih Kedisiplinan.
17s.d. 20 b. Membantu mengarsipkan . Dapat mengetahui
September 2018 dokumen yang terkait dengan caramengarsip data

Pajak Restoran se-kabupaten pajak Restoran yang
Penanggung Jember. ada pada K abupaten
jawab: Bapak c. Membantu mencocokkan Surat Jember.
Agung Pemberitahuan Pajak Restoran  ¢. Dapat mengetahui
Terutang dengan Surat memahami dan
Ketetapan Pajak Daerah Wajib melatih ketelitian
Pajak Bulanan tentang data SPPT dan
SKPD
9. Jumat, 21 a. Senam Pagi Menjaga kesehatan
September 2018  b. Membantu mengarsipkan jasmani pegawai
dokumen yang terkait dengan . Dapat mengetahui
Penanggung Pajak Restoran se-kabupaten caramengarsip data
jawab: Bapak Jember. pajak Restoran yang
Agung ada pada K abupaten

Jember.
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(@)

(b)

(©)

d)

10. Senindan Sedlasa, a Apel Pagi a. Méeatih Kedisiplinan.
24 dan 25 b. Membantu mengarsipkan b. Dapat mengetahui
September 2018 dokumen yang terkait dengan caramengarsip data

PBB P2 se-kabupaten Jember. PBB P2 yang ada pada
Penanggung ¢. Membantu mencocokkan Surat Kabupaten Jember.
Jawab : Bapak Pemberitahuan Pajak Terutang c¢. Dapat mengetahui
Agung dengan Surat K etetapan Pajak memahami dan
Daerah Wajib Pajak Bulanan melatih ketelitian
tentang data SPPT dan
SKPD

11. RabudanKamis, a Apel Pagi a. Médatih Kedisiplinan.
26 dan 27 b. Mendapatkan dan mempelgjari  b. Mendapatkan
September 2018 data atas Redisasi Penerimaan tambahan ilmu baru

Pgjak Tahun 2015, 2016 dan . Dapat mengetahui dan
Penanggung 2017 dari Bidang Penagihan, melatih ketelitian
Jawab: Bapak Pengendalian dan Pelaporan dalam mendata Daftar
Yuda c. Mendata Daftar surat SPPT

pemberitahuan pajak terutang

periode awal Januari s/d

September 2018

12.  Jumat, 28 a. Senam Pagi a. Menjaga kesehatan

September 2018  b. Membantu mengarsipkan jasmani pegawai
dokumen yang terkait dengan . Dapat mengetahui
Penanggung Pgjak Reklame se-kabupaten caramengarsip data
Jawab: Bapak Jember Pajak Reklame yang
Yuda ada pada K abupaten

Jember.
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(@)

(b)

(©)

(d)

13. _ ~a Apel Pagi a. Méeatih Kedisiplinan.
Senin s.d. Kamis, o )
b. Mempelgari Tentang b. Dapat mengetahui dan
0l1s.d. 04
Prosedur Memahami Tentang
Oktober 2018 .
Pendaftaran,pel aporan pajak Pendafataran dan
restoran Pel aporan Pajak
Penanggung
. ¢. Membantu mencocokkan Restoran
jawab : Pak ) ) )
7 Surat Pemberitahuan Pajak . Dapat mengetahui
un
I Restoran Terutang dengan memahami dan
Surat K etetapan Pajak Daerah melatih ketelitian
Wajib Pgjak Bulanan tentang data SPPT da
d. Mempelgjari cara perhitungan SKPD
terkait tarif dan klasifikasi . Dapat mengetahui
Pajak Restoran yang berlaku tarif dan klasifikasi
pada bidang penagihan, Pajak Restoran yang
pengendalian dan pelaporan berlaku pada bidang
Badan Pendapatan Daerah penagihan,
Kabupaten Jember pengendalian dan
pelaporan Badan
Pendapatan Daerah
Kabupaten Jember
14.  Jumat, 05 a Senam Pagi Menjaga kesehatan
Oktober 2018 b. Mempelgari Tentang jasmani pegawai
Penetapan pajak Restoran . Dapat mengetahui
Penanggung dan Memahami
jawab : Bapak Tentang Penetapan
Yuda Pajak restoran
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(@)

(b)

(©)

(d)

15.  Senin, 08 Oktober a Apel Pagi a. Méeatih Kedisiplinan.
Oktober 2018 b. Berdiskusi terkait Pajak b. Dapat mengetahui
Restoran dengan pak yuda informasi tentang
Penanggung selaku staf di bidang bagaimana cara
jawab : Bapak pendataan dan pendaftaran. pendataan dan
Yuda ¢. Mendapatkan data tekait pendaftaran Pajak
SPTPD Pgjak Restoran pada Restoran K abupaten
bidang Pelayanan dan Jember.
Penyuluhan . Dapat mengetahui
dataterkait Pajak
Restoran
16. Selasa, 09 a. Apel Pagi a. Melatih
Oktober 2018 b. Membantu merekapitulasi dan Kedisiplinan.
mengarsipkan dokumenyang  b. Dapat mengetahui
Penanggung terkait dengan Pajak Restoran caramengarsip data
jawab : Bapak se-kabupaten Jember pa ak Restoran yang
Agung ada pada Kabupaten
Jember.
17. RabudanKamis, a Apel Pagi a Médatih Kedisiplinan.
10 dan 11 Oktober b. Membantu merekapitulasi dan  b. Dapat mengetahui
2018 mengarsi pkan dokumen yang caramengarsip data
Penanggung terkait dengan Pajak Restoran pajak Restoran yang
Jawab: Bapak se-kabupaten Jember ada pada K abupaten
Agung Jember.
18.  Jumat, 12 Oktober Penutupan dan berpamitan Penutupan dan
2018 karenatelah berakhir masa berpamitan karena
Penanggung Praktek Kerja Nyata telah berakhir masa
Jawab: Bapak Praktek Kerja Nyata

Agung
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3.3 Jenisdan Sumber Data
Pengumpulan data dalam pelaksanaan Praktek Kerja Nyata ini

menggunakan jenis dan sumber data sebagai berikut :

a. DataPrimer
Data primer merupakan sumber data yang diperoleh secara langsung dari
sumber adli (tidak melalui media perantara). Data primer secara khusus
dikumpulkan oleh peneliti utuk menjawab pertanyaan penelitian (Indriantoro
dan Supomo, 2013:147). Data primer diperoleh langsung dari Badan
Pendapatan Daerah Kabupaten Jember dalam bentuk informasi yang bukan
dalam bentuk angka-angka tetapi dalam bentuk lisan dan tulisan, berupa
Wawancaraterkait Pgjak Restoran.

b. Data Sekunder
Data sekunder merupakan sumber data yang diperoleh penulis secara tidak
langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain).
Data sekunder umumnya berupa bukti, catatan atau laporan historis yang
telah tersusun dalam arsip (data dokumenter) yang dipublikasikan dan yang
tidak dipublikasikan) (Indriantoro dan Supomo, 2013:147). Data sekunder
yaitu data primer yang telah diolah Iebih lanjut yang ada kaitannya dengan
pembahasan dalam Laporan Tugas Akhir, berupa Surat Pemberitahuan
Terutang Pajak Daerah (SPTPD), Surat Ketetapan Pgjak Daerah, Tanda Bukti
Pembayaran, dan sebagainya.

3.4 Metode Pengumpulan Data
Metode pengumpulan data yang digunakan dalam pelaksanaan Praktek Kerja

Nyataini adalah:

a. Observas
Daam laporan ini penulis menggunakan pengumpulan data dengan cara
observasi. Menurut Semiawan (2010;112), observas berarti mengumpulkan
data secara langsung di lapangan. Data yang diobservasi dapat berupa
gambaran sikap, kelakuan, perilaku, tindakan, keseluruhan interaksi antar
manusia. Observasi dibedakan menjadi tiga yaitu observas partisipag,
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BAB 5 PENUTUP
5.1 Kesimpulan
Berdasarkan hasil kegiatan Praktek Kerja Nyata pada Badan Pendapatan
Daerah Kabupaten Jember tentang Prosedur Pendaftaran, Penetapan, dan
Penyetoran Pgjak Restoran dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :
a. Pendaftaran Pgjak Restoran diawali dari Wagib Paak membawa
persyaratan pendaftaran berupa Fotokopi KTP dan mengisi formulir
pendaftaran sebagal terdaftarnya wajib pajak restoran di Badan
Pendapatan Daerah Kabupaten Jember.
b. Penetapan Pagak Restoran adalah kegiatan menetapkan sebagai Wqjib
Pgjak dengan menerbitkaen NPWPD dan memasukkan data atas
pendaftaran dengan syarat dan kelengkapan yang telah dilakukan;
c. Pelaporan Pgak Restoran dilakukan oleh Wajib Pgak dengan mengis
dlip setoran dan melaporkan pajak terutangnya di Bank Persepsi yang
berada di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember sesuai dengan
Surat Pemberitahuan Terhutang Pajak Daerah (SPTPD);
5.2 Saran

Berdasarkan hasil penilaian Praktek Kerja Nyata pada Badan Pendapatan
Daerah Kabupaten Jember tentang Prosedur Pendaftaran, Penetapan, dan
Penyetoran Pajak Restoran, terdapat beberapa saran atau masukan dari penulis
yaitu sebagal berikut:

a. Pegawal Pgjak perlu memberikan sosialisasi rutin dan memberikan edukasi
kepada Wajib Pgjak agar sadar akan kewagjibannya dalam membayar dan
mengerti akan pentingnya pajak restoran;

b. Daam melaksanakan kewajiban perpgakannya seharusnya Wajib Pgak
memiliki kesadaran dan melaporkan rekapitulas penjualan setiap bulan

dengan jujur demi tercapainyarealisasi peneriman paak restoran;
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LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat Permohonan Magang

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
J1. Kalimantan 37 Kampus Tegalboto Telp. (0331) 335586, 331342 Fax. (0331) 335586 Jember 68121

Nomor :2601/UN25.1.2/5P/2018 16 Juli 2018
Lampiran :5atu eksemplar
Hal : Pengantar Magang

Yth. Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember
JI. Jawa No. 72
Jember

Dengan Hormat, dalam rangka meningkatkan pemahaman teknis tentang perpajakan,
bersama ini kami mengharap saudara memberikan kesempatan kepada mahasiswa
Fakultas llmu Sosial dan llmu Politik Universitas Jember Jurusan llmu Administrasi
Program Studi Diploma 11l Perpajakan, untuk melakukan kegiatan praktek kerja nyata
(magang) pada Instansi yang saudara pimpin. Adapun nama mahasiswa yang akan
melaksanakan kegiatan magang sebagai berikut:

NO NAMA NIM Program Studi

1 | Jamilatul Khoirun Nisa 150903101004 Diploma Il Perpajakan

2 | Nuri Wildan Hidayah 150903101053 Diploma 111 Perpajakan

Kegiatan magang rencananya akan dilaksanakan pada bulan September 2018. Bersama
ini kami lampirkan 1 (satu) eksemplar proposal Magang.

Atas Perhatian dan perkenannya disampaikan terima kasih.

.- Prayitno, M.Kesxf
96106081988021001

d3 Perpojakan 2018
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Digital Repository Universitas Jember

Lampiran 2. Surat Balasan |jin Tempat Magang

r

NIM

150903101004

150903101053
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Lampiran 3. Surat Tugas Melaksanakan Praktek Kerja Nyata

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
J1. Kalimantan 37 Kampus Tegalboto Telp. (0331) 135586, 331342 Fax. (0331) 335586 Jember 68121

SURATTUGAS

Nomor: 3386/UN25.1.2/5P/2018

Berdasarkan Surat dari Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember nomor
26011570/35.09.413/2018 Perihal Persetujuan Tempat Magang, maka dengan ini
Dekan Fakultas llmu Sosial Dan llmu Politik Universitas Jember menugaskan kepada

mahasiswa yang namanya tercamtum dibawah ini:

NO NAMA NIM Program Studi
1 | Jamilatul Khoirun Nisa 150903101004 Diploma IIl Perpajakan
2 | Nuri Wildan Hidayah 150903101053 Diploma IIl Perpajakan

Untuk melaksanakan kegiatan magang di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember

mulai tanggal 03 September s.d 06 Oktober; 2018.
Demikian untuk mendapat perhatian dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Jember, 19 September 2018
_z..@n. Dekan

Tembusan
1. Badan Pend Daerah Kab Jember

2. Koordinator Prodi Diploma 111 Po.:rpn]a kan

- 5 iswa yang bersangkutan &

d3 Perpafakon 2018
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Digital Repository Universitas Jember .

Lampiran 4. Surat Keterangan Selesai M elaksanakan Praktek Kerja Nyata

CGol.Ivb _
epala Badan Pendapatan Daerah Kabupat

NIM JURUSAN 3

- — —— 4
150903101004 Diploma III Perpajakan £
150903101053 Diploma III Perpajakan

anakan magang i Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember pada
12 OKtober 2018 .
it untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jember, 12 Oktober 2018

Rl o2 o TNl An. KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
= R W 2 B - KABUPATEN JEMBER

A3 B Ce Rt o : I-\“ = 1
- y}".i \ T
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Lampiran 5. Surat Tugas Dosen Supervisi

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
41. Kalimantan 37 Kampus Tegalboto Telp. (0331) 335586, 331342 Fax. (0331) 335586 Jember 68121

SURATTUGAS

Nomor : 3387/UN25.1.2/5P/2018

Dekan Fakultas llmu Sosial Dan limu Politik Universitas |ember menugaskan kepada:

Nama : Venantya Asmandani S.E, M.A.
NIP : 760018035

Jabatan : Dosen

Pangkat, golongan

Sebagai supervisi mahasiswa Program Studi Diploma Tiga Perpajakan Fakultas limu
Sosial dan llmu Politik Universitas Jember dikantor Badan Pendapatan Daerah

Kabupaten Jember, terhitung mulai tanggal 03 September s.d 06 Oktober 2018. Adapun

nama-nama mahasiswa sebagai berikut.

NO NAMA NIM Program Studi

1 | Jamilatul Khoirun Nisa 150903101004 Diploma Il Perpajakan

Demikian untuk mendapat perhatian dan dilaksanakan dengan sebail-baiknya.

Jember, 19 September 2018
an. Dekan,
., Wakil Dekan |

adi Prayitno, M.KeL_r
196106081988021001

Tembusan

1. Dekan FISIP Universitas jember e -

2. Koordinator Prodi Diploma Il Perpajakan FISIP UNE]
3. Kasubag Akademik FISIP UNE]/‘

d3 Perpajakan 2018
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Lampiran 6. Nilai Hasil Praktek Kerja Nyata

UNIVERSITAS JEMBER

Email ; Gsipunciti telkomn net. Telp, (0331) 332736

47

KEMENTERIN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

L Kalimantan - Kanspus Tegalboro Telp, (0331) 333586, 3313142 Fax {0331} 335586 Jember 68121

NILAI HASIL PRAKTEK KERJA NYATA

PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN - FISIP UNE]

NO. INDIKATOR PENILAIAN ANGT{;L Al HURUF

1 | Penguasaan Materi Tugas 80( delapan puluh ) A

2 | Kemampuan / Kerjasama 89 ( Delapan puluh ) A

3 | Etika 78( tujuh puluh delgpan)| B

4 | Disiplin 78( Tujuh puluh delapan)| B
NILAI RATA - RATA 316 / 719 Be

Identitas Mahasiswa yang dinilai :

Nama : Jamilatul Khoirun Nisa
NIM 1 150903101004
Jurusan : llmu Administrasi

Program Studi : Diploma I1I Perpajakan

Haght _ Drs.TSNATNI.Msi
NIP D5y :
Jabatan ip &M I.
Instansi ks L p T L e L
Tanda Tangan : 4 i
PEDOMAN PENILAIAN : -
NO.| ANGKA | HURUF KRITERIA
1 80 A Isti %
2 | 75 AB<80 AB Sangat Baik
3 70 B<75 B Baik
4 65 BC< 70 BC Cukup Baik
5 60 C<65 c Cukup
6 | 55 CD<60 CD [ HKurang
7 50 D< 55 D Kurang
8 | 45 DE<50 DE Sangat Kurang
9 <45 E Sangat Kurang

oy
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Lampiran 7. Daftar Hadir PraktekKerja Nyata
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Lampiran 8. Surat Tugas Dosen Pembimbing

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS ILMU SOSTAL DAN ILMU POLITIK
JI. Kalimantzn 37 Kampus Tegalboto Telp. (0331) 335586, 331342 Fax. (0331) 335586 Jember 68121

Nomor : 3388/UN25.1.2/5P/2018

Berdasarkan Rekomendasi Komisi Bimbingan Tugas Akhir Program Studi D Ill Perpajakan
Fakultas llmu Sosial Dan llmu Politik Universitas Jember, maka Dekan Fakultas llmu Sosial
Dan limu Politik Universitas Jember menugaskan nama tersebut dibawah ini:

PANGKAT/
N AN
0 NAMA GOLONGAN JABATAN | KETERANG
Venantya Asmandani, SE., MA -
' | NIP. 760018035 g e i
Untuk membimbing laporan hasil praktik kerja nyata mahasiswa :
Nama : Jamilatul Khoirun Nisa
NIM : 150903101004
Program Studi : D Ili Perpajakan
Judul : Prosedur Pendaftaran, Penetapan dan Pembayaran Pajak Restoran Pada Badan

Pendapatan Daerah Kabupaten Jember.

Demikian untuk mendapat perhatian dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Tembusan

1. Dosen Pembimbing

2. Kasubag. Pengdidikan

3. Mahasiswa yang bersangkutan
4. Kasubag. Keu & Kepep.

5. Pertinggal}t

d3-Perpajokan 2018

Ditetapkan di Jember
Pada Tanggal : 19 September 2018

T

Mg,
»““ﬁj'- i,
4 i

5

oﬁﬁJMe‘:"ﬂ‘a ‘Ardiyanto, M.3i
e _41P 195808101987021002
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Lampiran 9. Daftar Kegiatan Konsultasi Bimbingan Laporan Praktek Kerja
Nyata

KEMENTERIAN RISET. TEKNOLOGI. DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

11, Kalimantan - Kampus Tegalboto Telp. (0331) 335386, 331342 Fax (0331) 333586 Jomber 68121
Email - fisipuosiadisikomnet Telp, (0331) 332736

DAFTAR KONSULTASI BIMBINGAN
PENYUSUNAN LAPORAN HASIL PRAKTEK KERJA NYATA
PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN - FISIP UNE]

Nama : Jamilatul khoirun Nisa
NIM : 150903101004
Jurusan - llmu Administrasi

Program Studi : Diploma 11l Perpajakan
Alamat Asal : Sumenep

Judul i.aporan :
(bahasa Indonesia)

Prosedur Pendaftaran,Penetapan Dan Pembayaran Pajak Restoran Pada Badan Pendapatan

Daerah Kabupaten Jember
(bahasa Inggris)

Procedure of rcgistralion,dclerminalion and payment of reslaurant tax at Revenue

Departement Jember Regency
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Lampiran 10. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009
Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 28 TAHUN 2009
TENTANG

PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan
negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
bertujuan untuk mewujudkan tata kehidupan bangsa
yang aman, tertib, sejahtera, dan berkeadilan;

b. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor
32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun
2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang
Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, maka
penyelenggaraan pemerintahan daerah dilakukan dengan
memberikan kewenangan yang seluas-luasnya, disertai
dengan pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan
otonomi daerah dalam kesatuan sistem penyelenggaraan
pemerintahan negara;

c. bahwa pajak daerah dan retribusi daerah merupakan
salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna
membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah;

d. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada
masyarakat dan kemandirian daerah, perlu dilakukan
perluasan objek pajak daerah dan retribusi daerah dan
pemberian diskresi dalam penetapan tarif;

e. bahwa kebijakan pajak daerah dan retribusi daerah
dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan
dan keadilan, peran serta masyarakat, dan akuntabilitas
dengan memperhatikan potensi daerah;

f. bahwa . . .
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20.

21.

22,

23.

24.
25.

26.
7.

28.

29.

30.

£ B

Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan
oleh hotel.

Hotel adalah fasilitas penyedia jasa
penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya
dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel,
losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata,
pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta
rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh).

Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang
disediakan oleh restoran.

Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau
minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga
rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan
sejenisnya termasuk jasa boga/katering.

Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan.

Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan,
permainan, dan/atau keramaian yang dinikmati dengan
dipungut bayaran.

Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame.

Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang
bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan
komersial memperkenalkan, menganjurkan,
mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum
terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat
dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati
oleh umum.

Pajak Penerangan Jalan adalah pajak atas penggunaan
tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun
diperoleh dari sumber lain.

Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah pajak atas
kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan,
baik dari sumber alam di dalam dan/atau permukaan
bumi untuk dimanfaatkan.

Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah mineral bukan
logam dan batuan sebagaimana dimaksud di dalam
peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan
batubara.

31. Pajak. ..
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(1)

(2)

s A

Pasal 33

Subjek Pajak Hotel adalah orang pribadi atau Badan yang
melakukan pembayaran kepada orang pribadi atau Badan
yang mengusahakan Hotel.

Wajib Pajak Hotel adalah orang pribadi atau Badan yang
mengusahakan Hotel.

Pasal 34

Dasar pengenaan Pajak Hotel adalah jumlah pembayaran atau
yang seharusnya dibayar kepada Hotel.

(1)

2

(1)

(2)

(1)

2

Pasal 35

Tarif Pajak Hotel ditetapkan paling tinggi sebesar 10%
(sepuluh persen).

Tarif Pajak Hotel ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 36

Besaran pokok Pajak Hotel yang terutang dihitung dengan
cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal
35 ayat (2) dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 34.

Pajak Hotel yang terutang dipungut di wilayah daerah
tempat Hotel berlokasi.

Bagian Kedelapan
Pajak Restoran

Pasal 37

Objek Pajak Restoran adalah pelayanan yang disediakan
oleh Restoran.

Pelayanan yang disediakan Restoran sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) meliputi pelayanan penjualan
makanan dan/atau minuman yang dikonsumsi oleh
pembeli, baik dikonsumsi di tempat pelayanan maupun di
tempat lain.

(3) Tidak termasuk . . .
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3)

(1)

2)

-26 -

Tidak termasuk objek Pajak Restoran sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan yang disediakan
oleh Restoran yang nilai penjualannya tidak melebihi batas
tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 38

Subjek Pajak Restoran adalah orang pribadi atau Badan
yang membeli makanan dan/atau minuman dari Restoran.

Wajib Pajak Restoran adalah orang pribadi atau Badan
yang mengusahakan Restoran.

Pasal 39

Dasar pengenaan Pajak Restoran adalah jumlah pembayaran
yang diterima atau yang seharusnya diterima Restoran.

(1)

(2)

(1)

2

(1)

2)

Pasal 40

Tarif Pajak Restoran ditetapkan paling tinggi sebesar 10%
(sepuluh persen).

Tarif Pajak Restoran ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 41

Besaran pokok Pajak Restoran yang terutang dihitung
dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 40 ayat (2) dengan dasar pengenaan pajak
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39.

Pajak Restoran yang terutang dipungut di wilayah daerah
tempat Restoran berlokasi.

Bagian Kesembilan

Pajak Hiburan

Pasal 42

Objek Pajak Hiburan adalah jasa penyelenggaraan Hiburan
dengan dipungut bayaran.

Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
a. tontonan film;
b. pagelaran kesenian, musik, tari, dan/atau busana;

c. kontes . . .
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Lampiran 11. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004
Tentang Pemerintahan Daerah

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 32 TAHUN 2004
TENTANG
PEMERINTAHAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

a.

bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan amanat
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemerintahan daerah, yang
mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas
pembantuan, diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui
peningkatan, pelayanan, pemberdayaan, dan peran, serta masyarakat, serta peningkatan
daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan,
keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik
Indonesia;

bahwa efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah perlu ditingkatkan
dengan lebih memperhatikan aspek-aspek hubungan antar susunan pemerintahan dan antar
pemerintahan daerah, potensi dan keanekaragaman daerah, peluang dan tantangan
persaingan global dengan memberikan kewenangan yang seluas-luasnya kepada daerah
disertai dengan pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan otonomi daerah dalam
kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara;

bahwa Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah tidak sesuai
dengan perkembangan keadaan, ketatanegaraan, dan tuntutan penyelenggaraan otonomi
daerah sehingga perlu diganti;

bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, huruf b, dan huruf ¢ perlu, ditetapkan
Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah.

Mengingat:

1

Pasal 1, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 18, Pasal 18A, Pasal 188, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22D,
Pasal 23E ayat (2), Pasal 24A ayat (1), Pasal 31 ayat (4), Pasal 33, dan Pasal 34 Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan
Bebas dari Korupsi Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
Undang-Undang Momaor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan MNegara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
MNomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4310);
Undang-Undang Momor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomer 53, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
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7. Undang-Undang Momor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung
Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400).

Dengan Persetujuan Bersama:
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
MEMUTUSKAN:
Menetapkan:

UNDANG-UNDANG TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH

BABI
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1.

1.
12,

Pemerintah pusat salanjulnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia
yang tahan negara Republik Indonesia sebagaimana
dimaksud da#am Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan f intahan oleh intah
daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi
seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945,

Pemerintah daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai
unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang- selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga
perwakilan rakyat daerah sebagai unsur p lenggara p intahan daerah.

Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan
mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai
dengan peraturan perundang-undangan.

Daerah otonom, selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang
mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan
pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan
aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada daerah
otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara
Kesatuan Republik Indonesia.

Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada
Gubernur sebagai wakil pemerintah dan/atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu.
Tugas pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah kepada daerah dan/atau desa dari
pemerintah provinsi kepada kabupaten/kota dan/atau desa serta dari pemerintah
kabupaten/kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu.

Peraturan daerah selanjutnya disebut Perda adalah peraturan daerah provinsi dan/atau
peraturan daerah kabupaten/kota.

Peraturan kepala daerah adalah peraturan Gubernur dan/atau peraturan BupatiWalikota.

Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalal3 kesatuan
masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan
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mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul "dan adat istiadat
setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik
Indonesia,

13.  Perimbangan keuangan antara P intah dan p intahan daerah adalah suatu sistem
pembagian keuangan yang adil, proporsional, demokratis, transparan, dan bertanggung
jawab dalam rangka pendanaan penyelenggaraan desentralisasi, dengan
mempertimbangkan potensi, kondisi, dan kebutuhan daerah serta besaran pendanaan
penyelenggaraan del trasi dan tugas pembantuan.

14, Anggaran pendapatan dan belanja daerah, selanjutnya disebut APBD, adalah rencana
keuangan tahunan pemerintahan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.

15. Pendapatan daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai
kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.

16.  Belanja daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagal pengurang nilai
kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.

17. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran
yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada
tahun-tahun anggaran berikutnya.

18. Pinjaman daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan daerah menerima sejumlah
uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga daerah tersebut
dibebani kewajiban untuk membayar kembali,

19. Kawasan khusus adalah bagian wilayah dalam provinsi dan/atau kabupaten/kota yang
ditetapkan oleh Pemerintah untuk menyelenggarakan fungsi-fungsi pemerintahan yang
bersifat khusus bagi kepentingan nasional.

20. Pasangan calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah yang selanjutnya disebut
pasangan calon adalah bakal pasangan calon yang telah memenuhi persyaratan untuk
dipilih sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah.

21.  Komisi Pemilihan Umum Daerah yang selanjutnya disebut KPUD adalah KPU Provinsi,
Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003
yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang ini untuk menyelenggarakan pemilihan
kepala daerah dan wakil kepala daerah di setiap provinsi dan/atau kabupaten/kota.

22. Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara
Pemungutan Suara yang selanjutnya disebut PPK, PPS, dan KPPS. adalah pelaksana
pemungutan suara pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah pada tingkat
kecamatan, desa/kelurahan, dan tempat pemungutan suara.

23.  Kampanye pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang selanjutnya disebut
kampanye adalah kegiatan dalam rangka meyakinkan para pemilih. dengan menawarkan
visi, misi, dan program pasangan calon.

Pasal 2

(1) Megara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah
provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota yang masing-masing mempunyai pemerintahan
daerah;

(2)  Pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengatur dan mengurus sendiri
urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan;

(3) Pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjalankan otonomi seluas-
luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang menjadi urusan Pemerintah, dengan tujuan
meningk kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan daya saing daerah;

(4)  Pemerintahan daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan memiliki hubungan
dengan Pemerintah dan dengan pemerintahan daerah lainnya;

(5)  Hubungan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi hubungan wewenang, keuangan,
pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam, dan sumber daya lainnya;

(6)  Hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam, dan sumber daya
lainnya dilaksanakan secara adil dan selaras;
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Lampiran 12. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 03 Tahun 2011
Tentang Pajak Daerah

Menimbang: a.

Mengingat :

=y

PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
PENGUNDANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBER
NOMOR 3 TAHUN 2011
TENTANG

PAJAK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEMBER,

bahwa kebijakan pemungutan pajak daerah sebagai salah satu sumber
pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan
Pemerintah Kabupaten, dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi,
pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat, dan akuntabilitas
dengan memperhatikan potensi daerah;

bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor
28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, maka
ketentuan di bidang Pajak Daerah di Kabupaten Jember perlu diganti;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a
dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah;

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi
Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 41), sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun
1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1965 Nomor 19,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang
Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 2043);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang
Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981
Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3209);
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10.

11.

T2
13.

14,
15.

16.
17.

18.

19.

20.

21

22,

23.

Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah selanjutnya disebut NPWPD adalah nomor yang
diberikan kepada Wajib Pajak Daerah sebagai sarana dalam administrasi perpajakan
daerah yang dipergunakan untuk tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak
Daerah dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.

Pajak Daerah yang selanjutnya disebut pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah
yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan
Undang-Undang Republik Indonesia, dengan tidak mendapatkan imbalan secara
langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya
kemakmuran rakyat.

Insentif Pemungutan Pajak yang selanjutnya disebut Insentif adalah tambahan
penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam
melaksanakan pemungutan pajak.

Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik
yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi
perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik
negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam
bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan,
yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya,
lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk
usaha tetap.

Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel.

Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait
lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk
pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan, dan homestay,
serta rumah pemondokan dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh).

Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran.

Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut
bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, pujasera,
termasuk jasa boga/katering.

Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan.

Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, dan/atau keramaian
yang dinikmati dengan dipungut bayaran.

Penyelenggara hiburan adalah perorangan atau badan hukum yang
menyelenggarakan hiburan baik untuk dan atas namanya sendiri atau untuk dan atas
nama pihak lain yang menjadi tanggungannya.

Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame.

Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak
ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan,
mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang,
atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh
umum.

Penyelenggara reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan
reklame baik untuk dan atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain
yang menjadi tanggungannya.

Biro reklame adalah badan yang bergerak di bidang periklanan yang memiliki tenaga
teknis sesuai ketentuan yang berlaku.

Nilai Sewa Reklame, yang selanjutnya disingkat NSR adalah nilai yang ditetapkan
sebagai dasar perhitungan penetapan besarnya pajak reklame.
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e. jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata yang diselenggarakan oleh hotel yang
dapat dimanfaatkan oleh umum.

Pasal 5

(1) Subyek Pajak Hotel adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran
kepada orang pribadi atau Badan yang mengusahakan hotel.

(2) Wajib Pajak Hotel adalah orang pribadi atau badan yang mengusahakan hotel.

Paragraf Kedua
Dasar Pengenaan, Tarif, dan Cara Penghitungan Pajak
Pasal 6

Dasar pengenaan pajak hotel adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar
kepada hotel.

Pasal 7

(1) Tarif pajak hotel ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen) dari jumlah  pembayaran
atau yang seharusnya dibayar kepada hotel.

(2) Tarif pajak rumah pemondokan sebesar 3% (tiga persen) dari jumlah pembayaran
atau yang seharusnya dibayar kepada pemilik.

Pasal 8

Besaran pokok Pajak hotel yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 6.

Paragraf Ketiga
Masa Pajak dan Saat Terutangnya Pajak
Pasal 9

(1) Masa Pajak Hotel adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan kalender.

(2) Pajak Hotel yang terutang dalam masa pajak terjadi pada saat pembayaran kepada
orang pribadi atau badan yang mengusahakan hotel atau sejak disampaikan SPTPD.

(3} Dalam hal pembayaran dilakukan sebelum pelayanan hotel diberikan, pajak terutang
terjadi pada saat dilakukan pembayaran atau sejak disampaikan SPTPD.

Bagian Kedua
PAJAK RESTORAN
Paragraf Kesatu
Nama, Objek dan Subjek Pajak
Pasal 10

Dengan Nama Pajak Restoran dipungut pajak atas pelayanan yang disediakan oleh
Restoran.
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Pasal 11
(1) Obyek pajak restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran.

(2) Pelayanan yang disediakan restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi
pelayanan penjualan makanan dan/atau minuman yang dikonsumsi oleh pembel,
baik dikonsumsi di tempat pelayanan maupun di tempat lain.

(3) Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk Rumah Makan,
Kafetaria, Kantin, Pujasera, Warung, Bar, Jasa Boga/Katering, bakery dan depot.

(4) Tidak termasuk obyek pajak restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh
restoran yang nilai penjualannya tidak melebihi Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per
bulan.

Pasal 12

(1) Subyek Pajak Restoran adalah orang pribadi atau badan yang membeli makanan
dan/atau minuman dari restoran.

(2) Wajib Pajak Restoran adalah orang pribadi atau badan yang mengusahakan
restoran.

Paragraf Kedua
Dasar Pengenaan Tarif dan Cara Penghitungan Pajak
Pasal 13

Dasar pengenaan pajak restoran adalah jumlah pembayaran yang diterima atau yang
seharusnya diterima restoran.

Pasal 14
Tarif pajak restoran ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).

Pasal 15

Besaran pokok Pajak Restoran yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif Pajak
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 13.

Paragraf Ketiga
Masa Pajak dan Saat Terutangnya Pajak
Pasal 16

(1) Masa Pajak Restoran adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan kalender.

(2) Pajak restoran yang terutang dalam masa pajak terjadi pada saat pembayaran kepada
orang pribadi atau badan yang mengusahakan restoran atau sejak disampaikan
SPTPD.

(3) Dalam hal pembayaran dilakukan sebelum pelayanan restoran diberikan, pajak
terutang terjadi pada saat dilakukan pembayaran atau sejak disampaikan SPTPD.
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(3)

(1)
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@3)

(4)
(5)

(6)

(1)

Tata cara penerbitan SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN diatur dengan
Peraturan Bupati;

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengisian dan penyampaian SPOP, SPPT,
SKPD, SKPDKB, SKPDKBT dan SKPDN diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Surat Tagihan Pajak
Pasal 93

Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan STPD apabila :
a. pajak dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar;

b. dari hasil penelitan SPOP, SPTPD terdapat kekurangan pembayaran sebagai
akibat salah tulis dan/atau salah hitung;

c. wajib pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.

Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam STPD sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf a dan huruf b ditambah dengan sanksi administratif berupa bunga
sebesar 2% (dua persen) setiap bulan untuk paling lama 15 (lima belas) bulan sejak
terutangnya pajak;

SKPD yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran dikenakan
sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dan ditagih
melalui STPD.

Bagian Ketiga
Tata Cara Pembayaran Dan Penagihan
Pasal 94

Bupati atau Pejabat yang ditunjuk menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan
penyetoran pajak yang terutang paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah saat
terutangnya pajak, dan paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal diterimanya SPPT
oleh Wajib Pajak.

SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat
Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding, yang menyebabkan jumlah pajak yang
harus dibayar bertambah merupakan dasar penagihan pajak dan harus dilunasi
dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan.

Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atas permohonan Wajib Pajak setelah memenuhi
persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak
untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak, dengan dikenakan bunga
sebesar 2% (dua persen) sebulan.

Pajak yang terutang dibayar ke Kas Umum Daerah atau tempat pembayaran lain
yang ditunjuk oleh Bupati;

Wajib Pajak yang telah memenuhi kewajiban perpajakan diberikan bukti pembayaran
atau penyetoran pajak berupa SSPD;

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran, penyetoran, angsuran, dan
penundaan pembayaran pajak diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 95

Pajak yang terutang berdasarkan SPPT, SKPD, SKPDKB,SKPDKBT, STPD, Surat
Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang
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8-

Paragraf 2
Dasar Pengenaan dan Tarif Pajak

Pasal 6

Dasar pengenaan Pajak Hotel adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada
hotel.

Pasal 7
Tarif Pajak Hotel ditetapkan sebesar 10% (sepuluh perseratus).

Paragraf 3
Cara penghitungan pajak dan Wilayah pemungutan Pajak

Pasal 8§

(1) Besaran Pokok pajak Hotel yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif
sebagaimana dimaksud dengan Pasal 6 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 5.

(2) Pajak Hotel yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat hotel berlokasi.

Paragraf 4
Masa dan Tahun Pajak

Pasal 9
Masa Pajak adalah jangka waktu tertentu yang lamanya 1 (satu) bulan kalender.

Bagian Ketiga
Pajak Restoran

Paragraf 1
Nama, Objek, dan Subjek Pajak

Pasal 10
Dengan nama Pajak Restoran dipungut pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran.
Pasal 11

(1) Objek Pajak Restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran.

(2) Obyek pajak restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk di dalamnya rumah
makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering.

(3) Pelayanan yang disediakan restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pelayanan
penjualan makanan dan/atau minuman yang oleh pembeli, baik dikonsumsi di tempat
pelayanan maupun dikonsumsi di tempat lain.

(4) Tidak termasuk objek Pajak Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pelayanan
yang disediakan oleh Restoran dengan omset di bawah Rp. 200.000,- dan yang nilai
penjualannya tidak melebihi batas tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 12

(1) Subjek Pajak Restoran adalah orang pribadi atau Badan yang membeli makanan dan/atau
minuman dari restoran.
(2) Wajib Pajak Restoran adalah orang pribadi atau Badan yang mengusahakan restoran.
Paragraf 2.....
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9.

Paragraf 2
Dasar Pengenaan dan Tarif Pajak

Pasal 13

Dasar pengenaan Pajak Restoran adalah jumlah pembayaran yang diterima atau seharusnya
diterima restoran.

Pasal 14
Tarif Pajak Restoran diklasifikasi sebagai berikut :
a. Omset Rp.200.000,- s/d 500.000,- per hari sebesar 4% (empat perseratus);
b. Omset diatas Rp.500.000.- s/d Rp.1.500.000,- per hari sebesar 6% (enam perseratus);
c. Omset diatas Rp.1.500.000,- per hari sebesar 8% (delapan perseratus).

Paragraf 3
Cara Penghitungan Pajak dan Wilayah Pemungutan

Pasal 15
(1) Besaran pokok Pajak Restoran yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 13.

(2) Pajak Restoran yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat restoran berlokasi.

Paragraf 4
Masa Pajak

Pasal 16
Masa Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan kelender.

Bagian Keempat
Pajak Hiburan

Paragraf 1
Nama, Objek, dan Subjek Pajak

Pasal 17
Dengan nama Pajak Hiburan dipungut pajak atas penyelenggaraan hiburan.
Pasal 18

(1) Objek Pajak Hiburan adalah jasa penyelenggaraan hiburan.
(2) Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

hiburan rakyat:

pagelaran kesenian, musik, tari, dan/atau busana;
kontes kecantikan, binaraga, dan sejenisnya:
pameran;

karaoke;

sirkus, akrobat dan sulap;

permainan bilyard dan pertunjukan lain yang sejenis;

pacuan kuda/sapi, kendaraan bermotor dan permainan ketangkasan;
pijat / refleksi, mandi vap/spa dan pusat kebugaran (fitness center); dan
pertandingan olah raga.

CrTmme a0 op

(3) Penyelenggaraan.....
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Cara Pembayaran, Penyetoran, Angsuran dan Penundaan

Pembayaran Pajak di Kabupaten Jember
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’ &) Keguiysandsebagaimana dimaksud pada a
sebagian, dengan jangka waktu masa an
: : edbats gsuran dan/atau pa
pertimbangan kesulitan likuiditas atay keadaan di luar ke?(upasr;:r:\d\?\?;;ig?’r:iaaiarkan

() Torhada utang pejak yang telah diterbitkan keputusan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) atau ayat (2), tidak d i diai
mengangsur atau menunda p@.'lzrr'lbaauy«r.zm'-m.apal R i pmationwn; Uik

yat (1), yang menerima seluruhn'ya atau

BAB IV
PELAPORAN
Pasal 9

emotong atau Pemungut Pajak wajib melaporkan hasil pemungutannya setiap bulan
aling lambat tanggal 10 (sepuluh) pada bulan berikutnya. :

BABV ® o
KETENTUAN PENUTUP |
Pasal 10 et

engan penempatannya dalam Berita Daerah Kabu 'saitTn;rr"Jf'.-mJ er, <y

s WL o FOT T A

. o '”' g0 | L e

7 -~ ! i !l j', l'g['l 1,“’5/1/
JDltéﬂapkhn’éi Jember

pada tanggal 21 November 2011

|
|
\gar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan.pefigufidangan Pe TtLran Bupati ini -~

R
-

BUPATI JEMBER,

ftd
JNDANGKAN DALAM BERITA DAERAH
“2757 " _GABUPATEN JEMBER MZA DJALAL
TANGGAL 21 - 11 - 2011 NOMOR 34



http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

i

Lampiran 14. Data R

estoran Tahun 2017

DATA RESTORAN 2017

1021701960]*35091150826020568

BARBAR CHINESE FOOD

~+JL. LET, SUPRAPTO NO. 35 JEMBER *

1011705531|*P100036010201

BEBEK GORENG H SLAMET / DRA SUNDARIYATI

7L KARIMATA 64 JEMBER z

SEA FOOD (H NUH) 1T CILIWUNG - PATRANG 1Y
_|AYAM GORENG KH SIDDIQ HLKH 5IDDIQ - KALIWATES TS
AYAM GORENG PRESIDENKU L GUNUNG BATU PERMAI 2
AYAM PEDAS DIAN SENSUS AWLOKOREIO PUGER v
1021701989(*35091140214180045 |BAKSO JAKARTA / HABIL KHOSIN —HLSUTITMAN AMBULY. — ;
1021702003 |*35091140321200016 [BAKSO MANDIRI AHMAD QOYUM LN TANJUNGREJO WULUHAN
~ 7| 1011706023|*P200021950102 BAKSO MANGLI/KATING JMANGLI - KALIWATES RS
8| 1021702000]*35091150213200025 | BAKSO MARINA = 1. DUKUR DEMPOK WULUHAN
"~ 9| 1021702001]*35091150213200027 innxso MERDEKA [DEPAN LAP.WULUHAN
~ 10|  1021702004)*35091150213200026 |BAKSO REJQ PLDUKUH DEMPOK WULUHAN +
11| 1021702320(*P200005920107 |BAKSO SOLO | L DIPONEGORO - KALIWATES= |
12
13
14

1011705534|*35091130814030200

BEBEK GORENG H. SLAMET

-HL. MOH. SERUDII NO. 34 JEMBER

15|  1021701959(*35091140909020465

BLENGERR CHINEESE FOOD

AIL KARIMATA - IEMBER

16| 1011705676/*35091130822010242

CBEZT FRIED CHICKEN

L. M. YAMIN 67 IEMBER

17| 1021701950]*35091140901040050

C BEZT FRIED CHICKEN

AL GAJAH MADA RAMBIPUJI JEMBER

18] 1021702041|*35091140404290033

C BEZT FRIED CHICKEN/WILIANTO

. KARTINI 225 WONOREJO KENCONG

19|  1011705458|*35091140414030212

C BEZT MANGGAR

-TIL. MANGGAR 148 IEMBER i\

1021701998|*35091140416180046 |C BEZT/ANNY KUSUMAWATI -HL AYANI AMBULU
21 1011}‘051501‘35091150318020523 CAFE 14 MILI =JL. MASTRIP 79 JEMBER
22 101!7054&5]_'P1m03 6441309 CAFE GUMITIR ~+05. SIDOMULYO KEC. SILO
23| 1011705387(*350591170719010563 [CAHAYA SOLARIA HLGAJAH MADA

24| 1021702241{"P100035660201

CAMPUS RESTO

TIL KALIMANTAN - SUMBERSAR|

251 1021702040]*35091160331020645

CAN TEN CAFE/EXO NUR SASONGKO

TIL JAWA JEMBER

26| 1011705325/ *P100028080305

CEMPAKA INDOOR SWIMMING POOL

441 CEMPAKA - PATRANG G

27| 1021702044 *P200024550107

CFC GOLDEN MARKET

. TRUNCJOYO - KALIWATES JEMBER

28, 1021702045] *350811707250105659

CFC LIPPO JEMBER

P GAJAH MADA 175 LIPPO PLAZA LT, UG ND.22

29, 1011705440)*350591151023010425

CLARYS KITCHEN

LIl A YANI JEMBER

30} 1011705438|*35091151118010432

CONATO BAKERY GAJAH MADA

il GAIAE MADA

31 1011705437|*35091160219010451

CONATO BAKERY NICD

fiL GAJAH MADA

32 1011705435|*35091160210010450

CONATO BARKERY ROXY

-HL HAYAM WURUK

33] 1021702029)|*35091161107010519

CV. KULINER PRIMA NUSANTARA/TOBY'S

A YANI 22 JEMBER

34 1021702028(*35091170605020714

CV. KULINER PRIMA NUSANTARA/TOBY

-ml. JAWA 39 JEMBER -

35 1021702187(*35051120217010107

D'OASIS FAMILY KARACKE

L GAJAHMADA 39 JEMBER

36 1011705863 *35091160810020668

DAPUR 26

~L. DANAL TOBA 26 JEMBER

A7 00 3505 1120608010153

DAPLUR IKAN BAKAR | AMIN [SKANDAR

Jo GAJAH MADA 155 JEMBER

38| 10217015721*P200005222902

DEPOT BISMILLAH

1T PUGER - BALUNG

39  1011707806|*P200005870106

DEPOT EDY

s GAJAH MADA - KALIWATES

40 1011705325 *F200005710107

DEPOT ES DOMING

tL RASULTA - KALIWATES

41 1071702233 |*P200006260308

DEPOT HANAFI

L CILIWUNG - PATRANG

42 1021701996|*P200004383001

DEPOT LUCKY

JL SUYITMAN - AMBULU

43 1011707128]*P200005780106

DEPOT LUMINTU

L KERTANEGARA - KALIWATES

44 1011705323 |*P200005950102

|DEPOT SIMPANG TIGA

3L OTTO ISKANDARDINATA - KALIWATES

451 1011705942|*F200005202908

DEPOT ANDA

70, RAYA RAMBIPUII B5 BALUNG

46 1011705892 |*P200043620201

DEPOT DAPUR IBUKU / IDHA KURNIAWATI

TIL RIAU 34 JEMBER -

47|  1011705324|*PI00025380107

DEPOT DOMING

=t TRUNCIOYO

48|  1011705504|*P200032860107 DEPOT GALAVITA/ TNG {71 TRUNOQIOYO 115 - KALIWATES
491 10117059459(*P200005680107 DEPOT JAWA TIMUR AL GATOT SUBROTO - KALIW L
50| 1011706605|*P200005282201 DEPOT LESTARI 1L A. YAN| 62 BANGS. R

_ 51]  1021701994|*P200005013001

DEPOT MANALAGI/SUMARNI

L. MANGGAR AMBUL

_ 52| 1011705386] 200005800107

_|DEPOT MIE RAMA

7L DIPONEGORO - KAL

1011705322]*P200005840106 |

DEPOT MIE REJEK!

7L SYAMANHUDI - KALIWATES

AL PUGERND 45 TUTUL BALUNG

AYANL- PATRANG
I RAMBIGUNDAM 187 - RAMBIPLII

RASULTA - KALIWATES

RASULTA NO 1 - KALIWATES

TLWIIAYAKUSUNA 60 - PATRANG
g KALIMANTAN 4 JEMBER -

'PANJAITAN 74 IEMBER

RAMI 75 JEMBER
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.' mumass

.'ﬁl e

- GAJAH MADA 74 JEMBER

1011705709|*35091151119010434 | KFC ROXY [ HAYAM WURUK JEMBER
84  1011705695)*35091161011020691 [KLASIK CAFE/NUR HIDAJAT L-S.PARMAN NO.59 JEMBER
| 85| 1021702057{*35091150109020509 |[KOBER MIESETAN L KARIMATA 65/71 JEMBER
SEF 1011705747 *P200024870201 LALAPAN PANGESTU/SUGENG L-TET). PANJAITAN JEMBER
87| 1011705411|*35091161215010532 |LAZIZAA _HC KH SIDDIQ NO. 01 JEMBER
88| 1011706007|*35091161215020700 |LAZIZAA HI KARIMATA NO. 58 JEMBER
89| 1011705410(*35091161215020701 [LAZIZAA JEN SUPRAPTO NO. 56 JEMBER
90| 1011706536]*35091170013010582 [MAKK KITCHEN JEMBER PO MALL JEMBER LT 2
91| 1011705516|*P200005790107 MIE APONG 1L DIPONEGORO - KALIWATES
92| 1021702321[*P200005980107 MIE EDDY L KARTINI - KALIWATES
93| 1011705517|*P200006210304 MIE SAMPURNA L KACA PIRING - PATRANG
54|  1011707880|*35091150216020517 |MIE APONG JAWA bt Jawa
95 10'11?0553-81‘”000342 80201 MIE KARIMATA T KARIMATA 9 A - SUMBERSAR|
96 1011707409|*35091170908010580 |MOKKO FACTORY -IILGAJAHMADA 106 IEMBER
97| 1011705240 *35091151020020589 | MY SISTER HC KALIMANTAN JEMBER
98]  1011705502|*35091171009010586 |NEW HIO KARACKE ~AILGAIAH MADA NO.255 B JEMBER
99]  1021702393|*35091160311010464 |OPA CAFE [ GATOT SUBRQTQ NO 41 JEMBER
100]  1011705418(*35091151123020601 | PANTIES PIZZA HCKARIMATA 21 JEMBER
101]  1011705290(*35091170713010562 [PAWON PANDHALUNGAN THIPPO PLAZA LANTAI 1 1L GAJAH MADA
102]  1021702234|*P200022060201 PECEL MADIUN / HERI HOIAWA NO 15 - SUMBERSARI
103|  1021702912|*35091160310020634 [PECO PECO SUSHI ROKO MASTRIP SQUARE
104 1021702043]*P200032020303 PIZZA HUT/PT SARIMELAT] KENCANA 47 PB. SUDIRMAN NO. 7 - PATRANG
105 1021702999|*P200036300301 PT ACS SITE JEMBER T DR SOEBANDI 124 JEMBER @
106  1021702105)*35091170719010565 [PT MATAHAR PUTRA PRIMA TBK. L GAJAH MADA 175 MALL LIPPO PLAZA
107| 1011707633 *35091140107010269 [PT. HERO SUPERMARKET TBK/GIANT FRIED CHICKEN P KH. SIDIC 21 JEMBER
108]  1021702035|*P200033260101 PT. IMPERIUM HAPPY PUPRY AGAIAH MADA SQOUARE
109] 1021702042)*35091121105090010 |PT. MUTIARA GARDEN MAKMUR 1L, BRIGEN KATAMSO 9 JEMBER
110  1011800030|*35091130528010218 |PT TEDIO CITRA LESTARI/ASTON HOTEL #TSENTOT PRAWIRODIRIO NO. 88 JEMBER

1

{7

1| 1011705723

*35091160303010459

QUICK CHICKEN

. KH. 51010 112 JEMBER

112 1011707975} *35091140429030216 | QUICK CHICKEN DEKENANGA JEMBER

113 1011705697| *35091130910010245 |RESTO CAK SIS SEAFOOD HL. KARTINI NO.64 JEMBER

114 1021702039|*35091140521010297 |RESTO PAPUMA FiL. SENTOT PRAWIRD DIRID 444 1MBER

115 1021702844 *P200024330301 RAMBL LANNY W SLAMET RIYADI JEMBER

116 1011705766( *35091150625010401 |RM CIANIUR TPERUMAHAN ARGOPURQO - e
117 1011705542135091141105020493 |RM. AYAM GEPHOK P MASTRIP 1 NG 19 A

118 1021702049(*P200016860107 RM. LESTARI L KARTIN - KALIWATES

115 1021702980]*35091130516020323 |RM. PADANG MURAH IL-KALIMANTAN 14 JEMBER

1

(=)

0| 1011705619

“35091130915020353

. PADANG MURAH

MATA BB C JEMBER

1

=

1 1021702977

*35091151229020610

. PADANG MURAH

END. SUPRAPTO 178

122]  1011705342|*P200006960201 RM. PRAMBORS S+ TETI PANJAITAN 115 - SUMBERSARI
123  1011707580*P200020330106 RAM. SARI UTAMA ~11L GAJAH MADA JEMBER |
123]  1011705425{*P200005660102 RM. TAMAN MANGLI INDAH —~{1C HAYAM WURUK 183 JEMBER

125]  1011707578]*P200006920201 RM. WONG 50LO I KARIMATA 7 & - SUMBERSAR

1236]  1021702050(*35091140415010291 [AMH MKN AYAM KO 5 +1IN. GAJAH MADA NO, 40 A - JEMBER
137] 1011705507 | *35091160224010452 [ROLLAAS CAFE —1C GAIAHMADA 11 JEMBER

128]  1021702072(*35091160224010452 |ROLLAAS CAFE ~{1C. GAIAHMADA 11 JEMBER

125| 1021702023|*35091150529010389 [ROTI 'O/PT. SEBASTIAN CITRA INDONESIA (PT, 5C1) 7L HAYAM WURUK JEMBER

130]  1011707632|*35091140B04030228 [ROTI "0/PT. SEBASTIAN CITRA INDONESIA PT. SCI) PCWIIAYA KUSUMA JEMBER

131  1011705508|*35091131212010266 [RUMAH BERNYANYI TERMINATOR ~{TL. GAJAH MADA B5 JIEMBER

132|  1011707486("P200005930102  |SATE PAK TOHA _HCBRAWIIAYA 31 KALIWATES

133|  1011705320{*35091150827010412 |SOTO AYAM H SUKRI HTGAIAH MADA

1011707145

1011705771

HT KALIMANTAN - SUMBERSARI

*P20000E910201 |50'F0 AYAM H. SUKRI

*35091151021010423 [SPECIAL BELUT SURABAYA (SBS)

L. GATDT SUBROTO RUKO NO. 05 JEMBER

*35091150310]1546

|s1AR m.am

IPERUM ARGOPURD AB 28 IEMBER

TTIRPO PLAZA JEMBER

1TT- DASAR ROXYMALL JEMBER
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11021702740] *P100025832901
_1021701987]*35091150415220033
11021702621 *P200005810101

ELAME!'RWA.DI 1 'TIIN(G

L DUKUH DEMPOK “!‘L_ILUHAN by

A RAYA - BALUNG

A7L SEMERU 86 A AIUNG JEMBER -

BL SEMERL 86 A AJUNG JEMBER

mzﬁnzm *F200005053001

WR. ABADI/BU THORIR

1021701991 *P200005073001

JAMBULY
WR. AKOR/BU MUNIR_ )L CANDRA DIMUKA NO45 - AMBULU
WH. BAKSO SURAD| ABALUNG

WH. BAKSO/ANANG SYAHRON| -|PUGER KULON JEMBER

WR. BU DARUM ML GAJAH MADA - KALIWATES

1021702756 *P100025803007

*P200005083001

|WR. LALAPAN / BU KADIR

[TEGALSAR| - AMBULY

WR. MAKAN BU KUN

i DIPONEGORO - AMBULU

: 4|*P200004393001 WR. MAKMUR/IIN 1L MANGGAR - AMBULY
1021701984|*P200006352511 |WR. MISRAL [JEDSN PURWOHARIO - PUGER
172|  1021702761)*P200006362511 WR. NASI / SADI 4L DSN PURWOHARIO - PUGER
173 1021701977]*35091150216210036 |WR. NASI BU SR| HL. RAMBIPUJ| - BALUNG
174| 1011705906|*P200006661701 WHR. SATE / P. JUMADI < SUKORAMBI
175]  1021701976|"35091140321210030 |WR. S0TO MADURA/SUJAK | L. RAYA BALUNG
176] 1021702762|*P200006342511  |WR. TIGA SAUDARA DSN PURWOHARIO - PUGER
177]  1021701983|*35091140327220027 |WR. TUNGGALANE ROSO/BU KUN _APUGER KULON
178 1021702746|*35091140321210029 |WR.BAKSO ROYAL/SOLEH _ALPUGER BALUNG
_175]  1021701978[*35091150216210035 |WR.NASI NINTEN ABS. KARANG SEMANDING-BALUNG
180 1021702744|*35091150216210037 |WR.RAWON P.IS L RAMBIPUII BALUNG
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Lampiran 15. Target dan Realisasi Penerimaan Pendapatan Daer ah

Lgy
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Lampiran 18. Form |Isian Pendaftaran Subjek Pajak Daerah Restoran

FORM ISIAN
PENDAFTARAN SUBYEK PAJAK DAERAH

- '

JENIS WAIIB PAJAK PRIBADYBADAN

NIK [PEMLAC PERUSANAAN)

" NAMA WaNB PAIAK

Bl w |-

ALAMAT

RT

AW

PROVINSI

0 IR I T

KABUPATEN

9 |KECAMATAN

10 |DESA/KELURAHAN

11 [KODE POS

12 |NOMOR TELPON

13 |EMAIL

14 JUSER NAME

15 |PASWORD

SUBYEK PAJAK

1 FCKTP
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Lampiran 19. Form Isian Pendaftaran Objek Pajak Daerah Restoran

FORM ISIAN
PENDAFTARAN OBYEK PAJAK DAERAH RESTORAN

LOKASI DBYEK PAJAK
1 [kecamaran
2 [KELuRAHAN
3 |aLaMaT
4
5

RT
RwW

DETAIL OBYEK PAJAK
STATUS PAJAK [TETAP / TIDAK TETAF)
GOLONGAN [ JENIS RESTORAN , RUNAH MAKAN, CAFE, CATERING),
NAMA OBYEK PAJAK
TANGGAL PENDATAAN
KETERANGAN BIDANG USAHA

PRODUK USAHA
MENGGUNAKAN KAS REGISTER (YA [ TIDAK]
MENGADAKAN PEMBUKUAN (YA / TIDAK)
MENGGUNAKAN BILBON (YA / TIDAK)
10 |JASA PERSEWAAN RUANGAN (¥ ] TIDAK])
11 [JUMLAH RUANGAN {H1KA ADA JASA PENYEWAAN RUANGAN)
12 |TARIF RUANGAN [PER HARI ATAU JAM) (1IKA ADA JASA PENYEWAAN RUANGAM)
[DATA PERIZINAN
1 |NOMOR IMB

2 |TANGGAL IMB

3 [NOMOR IZIN RESTORAN
4 |TANGGAL IZIN RESTORAN

wlowl~lo v | & |w |

SUBYFK PAJAK
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Lampiran 20. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah

|
b : b ]
: ) I PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER . )
| . BADAN PENDAPATAN DAERAH ' |
| ._ 1. Jawa No.72 Telp. (0331) 337112 Fax, (0331) 334894 JEMBER © LEMBARI |
b : SURAT PEMBERITAHUAN TERHUTANG PAJAK DAERAH | vilwgags | B8
. 5 PAJAK RESTORAN | P
; i (SPTPD - RESTORAN i - |
J | ----------- ) AR S N o e e e s I R 4 .
Pl KODE PEMBAYARAN : 350902011810240009 CRIE
| i |
3 | i 1. Nama Wajib Pajak i TEDDY HINDRATA ' '8
l 0
| © 2.NPWPD © 350920180345 P
7 = L ne
i 3. Alamat Wajib Pajak ¢ JL.RAYA 22 PORONG SIDOARJO : & .
i 4. Nama Usaha : VIP 888 (CAMPUS 888) il
| Bt
I © 5.NIOP : 350902013005180537 148
D | 6. Alamat Objek Pajak i JL.JAWANO. 63 JEMBER : ‘ ®
,J 7. Jenis Usaha . Restoran
4 SR
' - 8. Masa Pajak ¢ Maret 2018 : |y
| : 9 | e
i i 9, Nilai Penjualan : Rp7.371.600,00 | i
5 : Rp737.160,00 >
! . 10. Jumlah Pajak Terhutang ¢ (Tujuh Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Seratus Enam Puluh
@ ! :' Rupiah) ®
® | 11. Fasilitas yang tersedia ¢ Meja/kursi pengunjung sebanyak: buah ®
’f . Informasi lain-lain ; :
» | i : s ’ ; ®
| i a, Jumlah pengunjung pada hari biasa rata-rata sebanyak : orang /hari : m
b ; i b. Jumlah pengunjung pada hari libur/minggu rata-rata sebanyak : orang /hari @
|
' Tember, 26 Oktober 2018 ; ;
P Wajib Pejek 9
| i
d
TEDDY HINDRATA

Mintalah Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) sebagai Bukti Pelumasan Pajak,
Terima Kasih Telah Membayar Pajak
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Lampiran 21. Surat Setoran Pajak Daerah

HYS ONYA NYSYAYEH34 1LANG 1¥9Y335 NYAVLYAWIM
J30H30 VY HV3VQ HYLY4VAU34 HYOVR

WYLANY WS ¥N3 SALYS3S N9L8 HAFRL WAAA YOIL SLYY HACAL ¢ Buey1q43)
1007091 LELypupetas ‘08 ¢ 301
§00" Ogaaesseapiansy "0 elely
$00' Ogaseenestsanss ‘O ¢ gpuzg
§00°001 ' LELpangnsss "0 ¢ URJO}ES Ye|unp
150) ¢ HEREIE IR
81019060651 14200 ueyRsabuz4 2poy
10050018} uedez}zy Jouoy
87 yeleq unye)
{0 yeleg esey
6'000° 201841 070"60*5¢ * yeled yalqp oy
- HI0HIC B9 CON YRV W0t - Jeue|y
e (08 on,duva) g 4Ih - | e
H .
EREEDIL) 81-01-42 4 o —
(3 413} Y3015 34 O IV - €00
(0455) HYE3V0 W¥PY4 NVNOLIS LYdRS HLLYT 043 JHve
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Lampiran 22. Surat Tanda Setoran

&

e oo = : BEND. 17
PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
SURAT TANDA SETORAN
(STS)
STS No. s gy eensians BANK : AFIMENBER
No. Rekening .
Harap diterima uang sebesar : Rp, 137.160,00
(dengan huruf ) Corvrrsssess Tufush st tiga pulub.tujub. elbu, soratus enams, pulub. saplat...
)
Dengan rincian penerimaan sebagai berikut
,;rnar Kode Rekening Uraian Rincian Obyek .}u;la?
p.
VIP 888 [CAMPUS/BLN SEPTEMBER 201 737.160,00
737.160,0
Jumlah 24 Oktober 2018
Uang tersebut diterima pada tanggal
' Bendahara Penerimaan /
(‘Pengguna Angga 2 Pengguna Anggaran Bendahara Pgnerimaan Pembantu
NIP 19591224 198603 1 013
Catatan : STS dilampiri Slip Setoran Bank

Coret yang tidak perlu

CARA PENGISIAN :

1. Kolom kode Rekening diisi dengan kode Rekening setiap rincian Obyek pendapatan ;
2. Kolom Uraian Rincian Obyek diisi uraian nama rincian obyek pendapatan ;

3. Kolom lumish diiel fimmlah nilai mamical —oeodes o - L - LI

80
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